BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.|
TAHUN 2018

T Tenderal Alhmmiad hani Kasv, 55
By Pass Cempalka Patih Timur - Jakarea Pusar 10510

Lelp  021-2907 9177 Fax, D21-2007.9274




KATA PENGANTAR

Syukur Alhamduliliah kehadirat Allah SWT, sehingga Badan Pengawasan dapat
menyclesaikan pembuatan Laporan Talnmsn 2013, Laporan Tabwmem ini disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggung jawaban Badan Pengawassn dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan selama ko waktu 2018, Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam
mendorong terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, sehingga fimgsi pengawasan
Mahkamah Agung yang dijalankan oleh Badan Pengawasan dibarapkan dapat memberikan
nuznsa perubahan untuk dapat mewujudkan kepercayaan publik kepada badan peradilan.

Badan Pengawasan telsh melakukan berbagai terobosan secara transparan dan
optimal serta berupays terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan
dan lualites pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik. Peningkatan tersebut
melipuli peningkatan kualitas sumber days manusia (SDM) pelaksana pengawasan dan
peninglatan sarana  yang berkaiisn dengan pedoman pelakssna tugas pengawasan serta
adanya akses kemudahan Sistem [nformasi Pengawasan dalam penyampaian Laporan /
Pengaduan,

Upaya nynte untuk melokulan pembenshan terhadap tertib pelaksanaan tugas akan
terus menerus dilakukan, untuk itu seluruh aparat Badan Pengawasan dituntut untuk berperan

aktif guna mendorong terwujudnya perubahan di lingkungan Badan Pengawasan,

Kiranye Laporan Tahunan Badan Pengawasan ini dapet memberikan gambaran
masyarakal luas seberapa jauh keberhasilan yang dicapai Badan Pengawasan dalam
melaksanakon tugas kbususnys berkaitan dengan pelayanan penanganan pengadisn dan
terwujudnya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KRN,
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BAB1
PENDAHULUAN

A, Kebijakan Umnm

Penanganan Pengaduan merupakan salah satn kinerja utama pada Badan Pengawasan
sebagaimana vang terdapat pada Penma No 9 Tehun 2016 Salah satu penunjang
keberhasilan penanganan pengaduan terscbut adalah adanys dukungan Tekmolog
Informasi vang terintcgrasi dan pusal sampai pada satker di dacrah vang dikenal dengan
Aplikasi Siwas MA RL

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan optimal
serta betupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan
kualitas pelavanan pengaduan yang lebih baik kepada publik disstaranya dengan
penyempurnaan Aplikasi Siwas vang saat ini versi 3.

Selain Aplikasi Siwas MA RI, Badan Pengawnsan juga berupaya mengembanghkan
Aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi schagai upaya mewujudkan Misi Badan Pengawasan
yaitu Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah
Apung dan Badan Peradilan < bawahnya

B. Visi dan Misi
Dglam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi
Mahkamah Apgung vartu “Terwujudnys Badan Peradilan Indonesia yeng Agung”, dan
dalam rangka mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung RI menctapkan Misi scbaga
berikut:
I. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut Badan Pengawasan teluh
menetapkan Visi vaitu “Terwafudnye aparatur peradilan yang bersik dan bervwibawa™".
Yang dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat
Banding di bidang pengnwasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efekiif dan efisien di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di bawahmya;
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4. Terwujudnya aparatur yang profesional, bersih, netral, bertanggung jawab dan
berorientasi pada pelavanan masyarakat.

(. Rencana Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah meromuskan
Rencana Stratepgis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai
secara nyata dan lebth spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun vang dijabarkan ke
dalam kebijakan dan program, yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Rencana Stategis Badan Pengawasan MA-RI

Jumlzh Sosialisasi Pengelolaan
Peogrduan

Jumlah Tindak Lanpst Hasil
Pemeriksaan (TLHPF) BPFK yang
tisctensil

Temiah Sidang Majelis
Kehormatan Hakim yang
dilaksanakan

SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
Terselenggaramya | Persentase pengadusn yang dapat | Pengawasan dan 1077, 1078, 5258, 5259
| pemanganan pengadunn | ditindaklanjuti Peningkatan Peagawasan Pelaksanazn
yang transparan, efcktif Abuntshilitas Aparstur | Teknis, Administrasi
dasm efigien Persentase pengraduan vang selesai | Mahkamah Agung R] Peradilan, Administrasi
drtindakdanjuti dan dipubliloasi Umum, Penanganan
| Pengadusn [nspektur
| Wilayah
Terselengearanya | Jumlal pengadilan vang dilakukan
manajemen peradilan pengawasan reguler
dan administrasi mmom | famdah pengadilan yang difakokan
secara efltif, efigien pemeriksaan kinerja dan integritas
dan akuntabel Jumlah pengadilan yang =~ |
dilakukan audst barang dan jasa
Jumlah Saruan Kerja yang telah
dilakukan pemeriksssn kevangan
| Fumlsh Evatuasi LKIP yang
sedesal dilakukan
Jumlah Quality Assurance 1079
pengelolaan keuangan yang Dukungan Manajemen dan
terlakana Drabkangan ‘Tekniz Lainnya
Badan Peogawasan
Jumizh Pembinzan Hakim Wbk Hwg
Pengawas Bidang
Jumlah pegawal yang miengikut
Asseamend
Jumlsh Pengratan APIP

_—,,e———mme,e—e e se—s————e——
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BAB I
STRUKTUR ORGANISASI

;EE

Gambar 2.1, Struktur Organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Berdasarkan  Keputusan — Sekretaris  Mahkamah Agung RI Nomor
MASSERKAT/SEK/MIZ006 tentang Organisasi Tata kerga Sekretariat Mahkamah Agung RL
struktur organisasi badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl terdin dan:

1. Eselonl
Badan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan
iugasnya, Badan Pengawasan menyelengparakan fungsi
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4. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di
lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

b. Prlaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di linglkungan Mahkamah
Agung dan Pengadilan di semua linglamgan Peradilan sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

2. Eselon IT
Susunan Organisasi Eselon I Badan Pengawasan terdir dan :
8. Sekretaris Badan Pengawasan
Sekretariat Badan Pengawasan dipimpin oleh Sekretanis Badan yang bertugas
memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan
Pengawasan,
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud, Sekretamat Badan
Pengawasan menyelenggarakan fungsi ;
1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan program kérja dan penyusunan anggararn,
serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan keuangan,
2) Pelaksanaan urosan kepegawaian;
3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jabatan dan
pengembangan kinerja;
4} Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi;
5) Pelaksanaan uwrusan tata usaha, ramah tangea dan perlengkapan di lingkungan
Hadan Pengawasan.
b, Inspektorat Wilayah 1
Inspektorat Wilayah 1 dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksasn pelaksanaan teknis dan adminisirasi peradilan serta admunistras
umum di wilayah Sumatera yang meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera
Uharn, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumaiera Selatan, Bengkulu, Lampung dan
Bangka Belitung,
Dalam melaksenakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah I
menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan tekenis peradilan di wilayah I;
—_—
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2} Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah T,
4) Penyosunan dan penvampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pengawasan di wilayvah I;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangea Inspektorat Wilayah 1.
c. Inspektorat Wilayah IT
Inzpektorat Wilayah II dipimpin oleh scorang Inspekiur yang bertugas
serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi
umum di wilayah Jawa dan Bali yang meliputi : Banten, DET Jakarta (termasuk unit
organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, dan Bali,
Dalam melaksanakan tugas schagmimane dimaksud, Inspekiur Wilayah II
menyclenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah II;
2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanzan pengawasan
serta pemetiksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah I1;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penpgawasan
serta pemerikspan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IT;
4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah IT;
5} Penghimpuenan, evaloasi termpan dan pertanggungjawaban pelaksanaan togas
pengawasan di wilayah II;
6) Pelaksanaan urusan lata usaba dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IL
d. Inspektorat Wilayah ITJ
Inspekiorat Wilayah IIl dipimpin olech scorang Inspektur yang bertugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi
umum & wilayah Kalimantan dan Sulawesi vang meliputi © Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timmar, Gorontalo, Sulawesi
Lltara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
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Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud, Inspekiur Wilayah [II
menyelenggarakan fungsi:
1} Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah TI1;
2) Pelaksanaan penylapan bahan perumusan kebijaken dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah T1T;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemenksaan pelaksanaan admimistrasi umum di wilayah I101;
4} Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I11;
5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertangpungjaweban pelaksansan tugas
pengawasan di wilayah [IT;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IIT,
e. Inspektorat Wilayah IV
Inspekiorat Wilayah [V dipimpin oleh seorang Inspekiur yang bertugas
melaksankan penviapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi
umum di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang meliputi : Nusa Tenggara
Baral, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Malulu Utara, dan [nan Jaya (Papua).
Dalam melaksanakan fugas sebagrimana dimaksud, lnspektur Wilayah IV
menyvelenggarakan fungs::
1} Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
2} Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah 1V,
3) Pelaksanaan penyiapan bahan peromusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah IV,
4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah [V
5) Penghimpunan, evaluasi temupan dan pertanpgungjawaban pelaksanaan tugas
pengawasan di wilayah I'V;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I'V.
3. Eselon I
Organisasi Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung dipimpin oleh Sekretaris
Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Esclon IT), yang didukung dengan jabatan
struktural dibawahnya yang meliputi :
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a. Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon II1
yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan
program, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta pembuatan

Laporan Keuangan dan verifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Dalam

melaksanakan tugas, bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

I) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran;

2) Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan serta
menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan
negars;

3) Pelak=anaan penyusunan laporan kevangan dan verifikasi.

Bagian Perencanaan dan Kevangan terdin darn :

1} Sub Bagian Perencansan Program dan Penyusunan Anggaran,

2} Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;

3) Sub Bagran Akuntansi.

b. Bagian Kepegawaian
Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bertugas
melaksanakan wnsan kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam
melaksanakan tugas, bagian Kepegawaian mempunyai fungsi -

1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan
pegawai serta pengelolaan Dafiar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3),
administrasi jabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai,

2) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, pengajian, pemindahan
dan mutasi kepegawaian lainnya;

3} Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Bagian Kepegawaian terdiri dari -

1) Sub Bagian Umuom Kepegawaian,

2) Sub Bagian Mutasi;

3) Sub Bagan Pemberhentian dan Pensiun.

¢. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Organisasi dan Tata Laksanana dipimpin oleh pejabat struktural eselon 11
yang bertugas melaksanakan penatoan organisasi dan ketatalaksanaan, cvaluasi jabatan
dan pengembangan kinerja, serta urnsan dokumentasi dan manajemen sistem informasi

R R —
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di lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Organisasi dan

Tata Laksana mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan penyiapan bahan penelaahan, penataan, dan cvaluasi organisasi serta
penyusunan laporar;

) Pelakssnaan penyiapan bahan penelashan, penataan dan evaluasi pembakuan sarans
kerja, prosedur dan sistem administrasi;

3) Pelaksanasn wrusan dokumentasi dan penylapan bahan pelayanan informasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dan

1} Sub BagianKelembagaan dan Pelaporan;,

2) Sub Bagan Ketatalaksanaan;

3) Sob Bagian Dokumentasi dan Informasi

d. Bagian Umuam
Bagian Umum dipimpin oleh pejabat struktural eselon [  yang bertugas

melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan

Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, bagian Umum mempunyai fungsi:

1} Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana;

3) Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadaan, distribusi, inventansasi
dan penghapusan perlengkapan.

Bagian Umum terdin dan ;

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Sub Bagian Rumah Tangea;

3) Sub Bagian Perlengkapan

A. Standard Operational Procedures (SOF)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2018 telah melakukan evaluas dan
revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap beberapa SOP yang sudah
tidak sesuai lagi dan penambahan SOP berdasarkan kebutuhan organisasi, yaitu :

1. Evaluasi stas Pemennhan Kebotuhan SOP Orpanisasi
SOP yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhaen
organisasi dalam penataan hubungan kerja, sehingga diperlukan beberapa penambahan

SOP baru guna memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada pada Badan Pengnwasan

yaltu:

R —)
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a SOP ORTALA

1) SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LEJIP } Mahkamah
Agung

2y SOP Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Apung

3} SOP Penanganan Dokumentasi

4) SOP Layanan Perpustakaan

5) SOP Permimjaman Buku Perpustakaan

&) SOP Pengembalian Bulu Perpustakaan

7y S0P Peminjaman LHP

%) SOP Penpelolaan Arsip LHP

9) SOP PENGELOLAAN SERVER

10} SOP Peliputan Kegiatan

b. 80P KEPEGAWAIAN

I} SOP Penanganan Administrasi Cuti

2} SOP Pelaksanaan Acara Penpambilan Sumpah Calon Pegawai Negen Sipil
Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3) S0P Pelaksanaan Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung K1

4) SOP Pembuatan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernvataan Telah
Menduduki Jabatan (SPMT) Pada Badan Penpgawasan Mahkamah Agung RI

5) SOP Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)pada Badan
Pengawasan Mahkamah Apung RI

2. Evaluasi atas Format dan Kelengkapan SOP
Dokumen SOP yang dibuat dan sesuai dengan format dan kelengkapan yang
diatur dalam Pedoman Penyusunan SOP tetapi diperlukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan organisasi yaitu ;
a KEPEGAWAIAN
1} 010, SOP Pelaksanaan Acara Pelantikan Pejabat Struktural Pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI
2) 012. SOP Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (Duk) Pada Badan
Penpawnsan Mahkamah Agumg Rl
3} 013, SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (Skp)Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
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4} 014. SOP Pembuatan Surat Keputusan Pada Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI

5) D18, S0P Penanganan Administrasi Jabatan Fungsional Pada Badan Pengawasan
Mahlkamah Agung Rl

f) 020. SOP Penanganan Admmnistrasi Surat Keluar Kepegawaian Pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI

7) 023. SOP Penanganan Administrasi Surat Tugas Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

8) 025. S0P Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Hakim Tinggi Dan Hakim
Yustial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Disempurnakan)

9) (26. SOP Penanganan [sulan Kenaikan Pangkat Pegawai Dengan Pangkat 111/d
Ke Bawah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Disempurnakan)

10} 027. SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Dengan Pangkat TV/a
Ee Atas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl (Disempuranakan)

11) 028. SOP Penanganan Usulan Kenmikan Gaji Berkala (KGB) Untuk Hakim
Tinggi, Hakim Yustisial Dan Pegawai Dengan Pangkat IV/a Ke Atas Pada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Disempurnakan)

12) 029. SOP Pepanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Untuk Pegawai
Dengan Pangkat IIl/'d Ke Bawah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl
(Disempurnakan)

13) 038 SOP Usulan Pembuatan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Pada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

14) 040, SOP Usulan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Rl (Disempurnakan)

15} 016. SOP Penanganan Administrasi Cuti Pada Badan Pengawasan Mahkamah
Ammg Rl

b. UMUM
1) 061. SOP Pengelolaan Arsip in Aktif
2) 065, SOP Penyiapan Sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Mahkamah
Agung RI dengan Komisi Yudisial RI
c. KEUANGAN
17 001, SOP Laporan Keuangan SAK (Sistern Akuntansi Keuangan)
23002, SOP Penyusunan Rencana Kega dan  Anggaran Kementerian
Megara/Lembaga (RKA-KL)

e — e
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3} 003, SOP Belanja Pegawai dan Kekurangannya Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

4) 004, SOP Pembayaran LS Penpgadaan Barang dan Jesa Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R1

5} DDS. SOP Pembayaran Biava Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Badan
Pengawasan

&) 006. SOP Penyusunan Rensira Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1

T) 007, SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (REKT) dan Propram Badan
Pengawasan

8) 008, SOP Permintaan Uang Makan di Lingkungan Sekretanat Badan
Pengavwasan

0 009. S0P Pertangpungjawaban Uang Persediaan (UP) Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

d ORTALA

1} 041. SOP Penyusunan LAPTAH Badan Pengawasan (disempurnakan)

2} 042, SOP Penyusunan LKjIP Badan Pengawasan (disempurnakan)

3) 044. SOP Penerimaan Buku Perpustakaan

4) 045, SOP Tayangan Hukuman Disiplin Pada Website Mahkamah Apung R1

5) 046, SOP Penanganan LHP Kasus

6} 049. SOP Evaluasi SAKIP Satker Linghungan Mahkamah Agung Rl

B. Sasaran Kerja Pegawai (SKF)

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja
dan sistemn kaner yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, periu dilakukan
penilaian prestasi kerja. Aparatur Badan Pengawasan telah menyosun SKP scbagai
rancangan pelaksanasan kepiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung
jawab dan wewenangnyn sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi.

Pada tahun 2018 SKP telah diterapkan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat, pensiun
dan penyesuaian ijazsh Kenaikan pangkat Hakim Tingg dan Hakim Yustisial 6 orang,
kenaikan panglkat Pejabat Struktural , Fungsional dan Staf 20 orang serta Hakim Tinggi,
Pejabat Fungsional dan Pegawai yang purnabakt 1 (satu) orang sebaga desar kenaikan
pangkat pengabdian.
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BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengawasan Mahkamah Apgung RI meropakan satuan kerja pengawasan
fungsional yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan
Mahkamah Apgung Rl, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapsn pelaksanaan
tugas dapat berjalanan secara efekf dan efisien sesua dengan rencana kegiatan dan
ketentuan perundang-undangan vang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam din manusia untuk
mewujudkan peranannya scbagai mahluk sosial yang adaptif dan transformatif yang
mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalammnya.
Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Pejabat
Strukiural, Pejabat Fungsional, staf, dan Honorer yang terdiri dari:

a) Pejabat Struktural :

= Pejabat Eselon 1 : 1 orang
=  Pejabat Eselon I1 : Somng (Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
*  Pejabat Eselon I : 4 orang
* Pejabat Eselon [V : 16 orang
b) Pejabat Fungsional
= Hakim Tinggi : 38 orang
" Hakim Yustisial : 17 orang
s Apditor : 12 orang
= Auditor Kepegawaian : B orang
*  Analis Kepegawalan : 1 orang
* Pranata Komputer 2 omang
c) Staf 41 orang
d) Honorer : 17 orang

Pada tahun 2018, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawssan
Mahkamah Agung RI berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang, vang terdin dari
Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer, kondisi sumber dava
manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat dieraikan sebagai benkut;

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TANUN 2013 Page 12



1.1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan terdiri dari Pejebat Eselon I
Eselon I1, Eselon LI dan Eselon IV. Adapun wntuk pengelompokan Pejabat
Struktural i berdasarkan panglkat/solongan, pendidikan, usia dan kelamin dapat

dilihat pada tabel 3.1, tabel 3.2, tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabed 3.1 Data pejabat strukiural pads Badan pengawasan Mahkamah
Agung Rl berdasarkan Pangkat/golongan

LAPCHRAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2018

NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE
1 Pembina Utama (IVie) 3 11 %
2 Pembina Utama Madya (1V/d) 2 £ %
3 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 4%
4 Pembina Tk I (TV/b) 3 12 %
5 Pembina (TV/a) 8 31 %
6 Penata Tk I (111/d) 4 15%
7 Penata (111/c) 5 19%
Golongan
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Tahel 3.2 Data pejabat struktural pada Badan pengawasan Mahkamah Apung
RI berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1 53 1 4%
2 82 20 77 %
3 sl 5 19 %
PENDIDIKAN

Tabel 3.3 Data pejabat struktural pada Badan pengawasan Mahkamah Agung

BRI berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH PROSENTASE
1 30-39 5 19 %
2 40 - 49 5 19%
3 50 - 60 16 62 %
Usia

Lo

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2018
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Tabel 3.4 Data pejabat struktural pada Badan pengawasan Mahkamah Agung

RI berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 17 65 %
p Wanita 9 35 %
Jenis Kelamin
HPria EWanita

1.2. Pejabat Fungsional

Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang terdiri dari Hakim Tinggi
Pengawas, Hakim Yustisial, Auditor, Auditor Kepegawaian, Analis Kepegawaian
dan Pranata Kompuier, Adapun pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin
tenaga tekmis terschut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan pengawasan Mahkamah

Agung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO | PANGEAT/GOLONGAN

JUMLAH | PROSENTASE
1 Pemibina Utama (IV/e) 28 74 %
2 Pembina Utama Madya (TV/d) 7 18%
3 Pembina Utama Muda (IV/c) 3 8%

e e ]
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Tabel 3.6 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan pengawasan Mahkamah

Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1 83 4 8 %
2 s2 23 62 %
3 s1 11 30 %
PENDIDIKAN

‘Tabel 3.7 Data Hakim Tinggi Pengawas pada Badan pengawasan Mahkamah
Agung RI berdasarkan Usia

NO USIA JUMLAH PROSENTASE
1 50— 59 11 209
2 60 =67 27 71 %

_—————————
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Tabel 3.8 Data Hakim Tinggi Pengawss pada Badan pengawasan Mahkamah
Agang RI berdasarkan Jenis Kelamin

ND JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 32 B4 %%
Z Wanita ity 16 %
Jenis Kelamin
HPria [1Wanita

1.3. Hakim Yustisial

Tabel 3.9 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung

RI berdasarkan Pappkat/Golongan
NO PANGEKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE
1 Pembina tama Muda (TV/c) 1 & %%
2z Pembina (TV/a) 5 29%
3 Penata Tk 1 (TIIAd} 11 65 %

LAPORAN TAHUMAN BADAN PENGAWASAN MA - RITAHUN 2018
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Golongan

Tabel 3.10 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung
RI berdasarkan Pendidikan

253
ms-2

ns1

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1 53 2 12 %
2 52 12 70 %
3 51 3 18 %
PENDIDIKAN

Tabel 3.11 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung

RI berdasarkan Usia.
NO USIA JUMLAH PROSENTASE
1 30-39 g 4 7%
2 40 - 49 8 4 7%
3 50 - 59 1 6%

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - BRI TAHUMN 2018
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O

Usia

Tabel 3.12 Data Hakim Yustisial pada Badan pengawasan Mahkamah Agung

RI berdasarkan Jenis Kelamin
MNO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 13 T6%
i Wanita 4 245
|
Jenis Kelamin
|
14. Auditor

Tabel 3.13 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI

berdasarkan Panghkat/golongan.
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE
1 Penata Tk. [ (11/d) 5 42 %
2 Penata (IIl'c) 7 58%

#
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Tabel 3.14 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI

berdasarkan Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH | PROSENTASE
1 82 8 67%
2 81 4 33%
PENDIDIKAN

o

52

ms-1

Tabel 3.15 Data Auditor pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI

berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH PROSENTASE
1 30-39 B 67 %
2 40 - 49 4 33 %

—_—— e e ey
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Usia !

D

Tabel 3.16 Data Auditor pada Badan peogawasan Mahkamah Apgung RI

berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
I Pria 11 Q2%
2 Wanita 1 8%
Jenis Kelamin

W Pria C'Wanita

1.5. Auditor Kepegawaian

Tabel 3.17 Data Aunditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah

Agung Rl berdasarkan Pangkat/Golongan
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE
i Pembina (TVih) 1 12%
2 Penata (I11/c) 3 38%
3 Penata Muda Tk.I (ITl/b) 4 50%

_—— e ———————————————
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Golongan

Tabel 3.18 Data Auditor Kepegawsian pada Badan pengawasan Mahkamah

Agung RI berdasarkan Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1 32 1 12%
2 sl 7 &8 %
PENDIDIKAN

52

H5-1

Tabel 3.19 Data Auditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah

Apung RI berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH PROSENTASE
| 30-39 5 62 %
2 40 49 3 38 %

R R —Y
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Tabel 3.20 Data Anditor Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah
Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 5 62 %
] 2 Wanita 3 38 %

Jenis Kelamin

HFria Cl'Wanlta

1.6. Pranata Komputer

Tabel 3.21 Data Pranata Komputer pads Badan pengawasan Mahkamah
Apung RI berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGEATNGOLONGAN JUMLAH PROSENTASE

1 Penata Muda Tk.1 (1ILb) 2 10K %

e e _ |
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Golongan

Tabel 3.22 Data Pranata Komputer pada Badan pengawasan Mahkamah
Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

PROSENTASE

1

31

2

100 %

PENDIDIKAN

52

Tabel 3.23 Data Pranata Komputer Kepegawaian pada Badan pengawasan

Mahkamah Agung RI berdasarkan Usia

USIA

JUMLAH

PROSENTASE

30 -39

1

50 %

40 - 4%

30 %

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MaA - Rl TAHUN 2018
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Tabel 3.24 Data Pranata Komputer pada Badan pengawasan Mahkamah
Agung RI berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 2 100%
2 Wanita 0 0 %

Jenis Kelamin

WP nita

1.7. Analis Kepegawaian
Tabel 3.25 Data Analis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah
Apung Rl berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGEAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE

1 Penata (IIl/c) 1 100 %

e e e e e
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Tabel 3.26 Data Analis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah
Agung RI berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE

1 SLTA 1 100 %

Tabel 3.27 Data Analis Kepegawaian Kepegawaian pada Badan pengawasan
Mahkamah Agong RI berdasarkan Usia

NO USIA JUMLAH PROSENTASE

1 50 -59 1 100 %
L

Tabel 3.28 Data Analis Kepegawaian pada Badan pengawasan Mahkamah
Agung Rl berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 0 0%
2 Wanita 1 100 %

1.8. Staf
Tabel 3.29 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI
berdasarkan Pangkat/golongan

NO PANGEAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE
1 Penata Tk I (IV/a) 1 3%
2 Penata Tk 1 (TII/d) 1 2%
3 Penata (I1L'c) 10 24%
4 Penata Muda Tk (TILb) 11 27%
5 Penata Muda (T11/a) 15 37%
6 Pengatur {T1/¢) 3 7%
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Golongan

Tabel 3,30 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI

52

|51

2 D=3

berdasarkan Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1 s2 10 24%
2 51 26 63%
3 D3 1 %
3 SLTA 4 10%
PENDIDIKAN

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RITAHUN 2014
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Tabel 3.31 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamah Agung RI

berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH PROSENTASE
1 20-29 10 24 %
2 30 -39 24 59%
3 40 -49 4 109
4 5059 3 T%%

Tabel 332 Data Staf pada Badan pengawasan Mahkamab Agung RI

berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 27 66 %o
2 Wanita 14 34 %
| Jenis Kelamin
[ HPria [Warits
Page 28
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1.9.

Honorer

Tabel 3.33 Data Honorer pada Badan pengawasan Mabkamah Agung HI

berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE !l
| Pria 14 B2%
2 Wanila 3 18%
Jenis Kelamin
anita
2. PEGAWAI YANG LULUS PASCA SARJANASI PADA TAHUN 2018
SEBANYAK 5(LIMA) ORANG.
No Nama Pendidikan Keterangan
l. | Dr. Sultan, S.Ag.,. SH.MH Magister Hukum Dhisetujui BEN i
"'i_ "I_I _II !' I_.,":__ E.E I . I! . EE I Di " H!u].
3. | Sri Widayanti, S.H. Magister Disetujui BKN
Managemen
4. | Apriyadi Romian Kardono, Magister Akuntansi Disetujui BEN
SE. Ak, CA, MAK
5 | Yusuf, 3E, Ak CA Magister Akuntansi Disetujui BEN
6. | Ekasari Kurniwati, SE . MA | Magister Akuntansi Disetujui BEN
3. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI PENGAWAS
NO. NAMA ASAL DARI MUTASI KE
1. | Turchan Badri, S.H., MH | Hakim Tingg Pengadilan Hakim Tingg Pengawasan
Tinggi Agama Makasar pada Badan Pengawasan

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHEN 2018
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MARI
2, | Dr. H, Ahmad Zainullah, | Hakim Tingg Pengadilan | Hakim Tinggi Pengawasan
Tinpei Apama Medan pada Badan Pengawasan
SH,MH MARI
3, | Drs. H. Mubammad Yanes, | Hakim Tinggi Pengadilan Hakim Tinggi Pengawasa
5.H., M.H Tinggl Agama Menado pada Badan Pengawasan
MARI
4, | Dvs. H. Muhammad, S.H., | Hakim Tinggi Pengadilan | Hakim Tinggi Pengawasan
Tingg Agama Banten pada Badan Pengawasan |
WH MAR] |
5. | Kolonel Sus Reki Irene | Halam Tinggn Militer Il | Hakim Tingg Pengawasan
L SHMH Jakarta pada Badan Pengawasan
4. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA
BADAN PENGAWASAN MARI
NO. NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU
1. | H Dwiarso Budi Santiarto, | Hakim Tinggi Pengawas Tnspektur Wilayah TV pam"l
QM. M. Hum pada Badan Pengawasan Badan Pengawasan MART |
' MARI ) 1
2. | Aviantara, S.H., M.Hum Inspektur Wilayah IV peda | Inspektur Wilayah 1T pada
Badan Pengawasan MAR] | Badan Pengawasan MARI
3. | H. Lulik Tri | Hakim Tinggi Penpgawas | Direktur Pembinaan Tenaga
; pada Badan Pengawasan | Teknis dan  Administrasi
Cabyaningrum, S.H.MH | yeup Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara MARI

5. PROMOSI FUNGSIONAL TERTENTU DAN

DIANGEAT MENJADI

STRUKTURAL ESELON

FUNGSIONAL UMUM

IV PADA BADAN

PENGAWASAN MARI
NO. NAMA ASAL DARI MUTASI KE
1. | Muchtar Luthfi, SH,MH | Fungsional Umum pada Kasubbag Inspektur |
Sekretaris Badan Pengawasan | Wilayah [V pada Badan
MARI Pengawasan MAR]
2 | Dra. Yekti Handayani, S.H., | Kasubbag Inspektur Wilayah | Kasubbag Inspektur
M.5i IV pada Badan Pengawasan Wilayah 111 pada Badan
MARI ) Pengawasan MARI ol
3. | Sanda Fajelius Hasibuan, Fungsional Umum pada Fungsional Umum pada
SH Kasubbag Rumah Tangga pada | Kasubbag Inspektur
Badan Pengawasan MARI | Wilavah [ pada Badan
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F'E:ng;&wasan MARI

4. | Nawangsih Ayu Hartami,
8.Psi

Fungsional Umum

Kasubbag Inspektur Wilayah [1
pada Badan Penpawasan
MARI

Funggional Umum pada
Kasubbag Inspelktur
Wilayah IV pada Badan
Pengawasan MARI

5. | Ridwan AR, Amd

Fungsional Umum pada

Fungsional Umum pada

Kasubbag Umum Kasubbag Inspektur
Kepegawaian pada Badan Wilayah 11 pada Badan
Pengawasan MARI Penpawasan MARI

6. KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN AUDIWAN TAHUN

2018

NO. NAMA ASAL DARI MUTASI KE

L Jufri Hardh, S.T., M.H Auditor Pertama pada Badan | Auditor Muda pada Badan
Pengawasan MARI Pengawasan MARI

2. | Nurdiansyah, S.H. M.M Auditor Pertama pada Badan | Auditor Muda pada Badan
Penpawasan MAR] Pengawasan MARI

3. | Edi Gustiawan, S H Auditor Kepegawaian Pertama | Auditor Ev.;p::gamiml Muda
pada Badan Pengawasan MAR] | pada Badan Pengawasan

MARI
4. Apriyadi Romian Kardono, | Auditor Kepegawaian Pertama | Auditor Kepegawaian Muda

SE. AKL, CA,MAK

pada Badan Pengawasan MARI

pada Badan Pengawasan
MARI

5, Hendra Rahmadani, | Auditor Pertama pada Badan | Auditor Muda pada Badan
S.kom., M.M Pengawasan MARI Pengawasan MARI

6. Ferri Taufik Ferdiansyah, | Auditor Muda pada Badan | Auditor Madya pada Badan
SE,Ak,CA MAL gl Pengawazan MARI Pengawasan MARI

7. PROMOSI DAN MUTASI FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN
PENGAWASAN MARI
NO. NAMA ASAL DARI MUTASI KE
L Zullvan Sugiantoro, 8.T Pranata Komputer Pertama Pranata Kgﬁpum Pertama
Penpadilan Tinpgi Apama pada Badan Pengawasan
Kalimantan Tengah MARI
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2. | AbuSamah, SE,MM., | Sekretaris Pengadilan Agama | Fungsional Umum pada
Ak Muara Enim Badan Pengawasan MARI
3. | Mulia Karyadi, ST, MM | Kasubbag Umum dan Keuangan | Fungsional Umum pada
pada Pengadilan Agama Lubuk | Badan Pengawasan MARI
Basung
4, Yanalia Nurmawati, S.E., | Fungsional Umum pada Fungsional Umum pada
S.H, Mak Pengadilan Negeri Jakarta Badan Pengawasan MARI
Selatan "
. 3 Ekasan Kurniawati, Fungsional Umum pada Dilmi | Fungsional Umum pada
S EMA 11112 Surabaya Badan Pengawasan MARI

8. MUTASI KEPANGEKATAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN
PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2018

NO NAMA PANGKAT/| q e | PANGKAT/ T.M.T
GOL ) GOL
I | Nugroho Setiadii, 3.H. Ivid 01-04-2014 TV/e 01-04-2018
2 | Drs. H Abduh Sulaeman, Ivid 01-04-2014 IVie 01-04-2018
SH, MH
1 | Rasyikin Aziz, S.H., M.H TvVid 01-04-2014 TVie 01-04-2018
4 |Dr KhaenlR,MH vid 01-04-2014 TVie 01-04-2018
5 | Hj. Lulik T vid 01-04-2014 IV/e 01-04-2018
Cahyaningram, S H., M H
6. | Dr. Sultan, S.Ag, S.H, Via 01-04-2014 IVib 01-04-2018
M.H

0. DATA HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN

HAKIM YUSTISIAL YANG

MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2018,
SEBAGAI BERIKUT :
NO. NAMA MASA Gol. TMT.
KERJA
L. | Aviantara, $.H., M. Hum 30 tahun IV 01-03-2018
2. |Dr. Drs. H. Abduh Sulseman, | 32 tahun vid 01-04-2018
SH,MH
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3. | Raditya Baskoro, 5.H,, M.Kn 18 tahun TV/a 01-03-2018
4. | Iswan Herwin, S.H., M.H 32 tahun Vie 01-12-2018
5. | Simbar Kristianto, S.H. 30 tahun IVie 01-12-2018
6. | A Symfullah, S.H 32 tahum Vie 01-12-2018
7. | Benar Sihombing, S H., MHum | 30 tahun V/id 01-12-2018
& | Suryawati, S.H, M.H 30 tahun TVid 01-12-2018
9. | Rudi Widodo, S.H., M.H 30 tahun v/d 01-12-201%
10, |Lindi Kusumaningtyas, S.H.,| 30 tahun TVid 01-12-2018
M.H

IL |H Dwisrso Budi Santiarto, | 32 tahun IVid 01-12-2018
SH.MH

12. | Anisa Shofiawati, SH, 16 tahun 1/d 01-12-2018

13, | Widyatinsri Kuncoro Yakii, | 16 tahun TV/a 01-12-2018
SH,MH

14. | Dr. H. Ahmad Syavig, S.H., 16 tahun IVia 01-12-2018
M.H

15. | Mario Parakas, S.H., MH 16 tabun Mi/d 01-12-2018

16. | Endang Lestari, S.H, M Kn 16 tahun Im/d 01-12-2018

| 17. | Mohammad Syauqie, S.H, MH | 16 tahun 1i/d 01-12-2018
18. | HarikaNova Yeri, S.H., MH 16 tahun 1nd 01-12-2018
19. | Muh Irfan husaeni, S Ag, MS.1| 16 tahun 11/d 01-12-2018

1. DATA PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN
FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
Rl YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN

2018, SEBAGAI BERIKUT :

NO NAMA MASA KERJA ™I
Dts, Erwin Widamarko, S.1L,

L % tahish 01-03-2018
5A PN Pd

2. | Subiyono, S.H 28 tahun 01-03-2018

3. | Tuzliana Abda, ST MH 34 taban 1-03-2018

e e
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4. | Dra Siti Zainab, 8.H,, MM 26 tahun 01-03-2018
5. | Rohili, S.H, MH 24 tahun 01-03-2018 |
6. | Mulyanto, SH,MH 14 tahun 01-03-2018
7. | Sr Widayanti, S.H, MH 14 tahun 01-03-2018
8, | Sri Misgianti, S H., M.H 20 tahun 01-03-2018
9, |Partijem 26 tahun 01-03-2018
10. | Desiyanto 24 tahun 01-03-2018
11. | Winarsih 74 tahun 01-03-2018
12. | Eko Purwanto, 5.T., M.M 12 tahun  01-04-2018
13. | Marwendi Putra, 5.T., MM 12 tahun 01-04-2018
Fern Taufik Ferdiansyah, S.E.,
14, 12 tahun 01-04-2018
Ak., CA_M.Ak
15. | Muhammad Ams, SE, Ak CA, 12 tahun 01-04-2018
16. | Yusuf, SE., Ak 12 tahun 01-04-2018
17. | lmam Pumomo, S.E., Ak 12 tahun 01-04-2018 |
18. | Betty Kurnianingtyas, 5. Kom 12 tahun 01-04-2018
19, | Supriyanto 09 tabun 01-04-2018
20, | Mawardi 09 tahun 01-04-2018
21. | Mochtar Luthfi, 5 H 10 tahun 01-05-2018
22, | Bram Budi Nurcahyo, S.E., M.H 08 tahun 01-05-2018
23. | Murdiansyah, 5. H 08 tahun 01-10-2018
24. | Sodikin, SE,SH, MH 16 tahun 01-12-2018
25. | Edi Gustiawan, S.H 10 tahun 01-12-2018

—————re e eeeee——e—
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11. HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN
PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RIL, YANG MEMASUKI
PURNABAKTL PENSIUN PADA TAHUN 2018 SEBAGAI BERIKUT :

NO NAMA JABATAN TMT PENSIUN
1 | H Arsil Marwan, 5.H., | Hakim Tinggi Pengawas 01-01-2018
MH pada Badan Pengawasan
& | Aulkarnain A. | Hakam Tinggi Pengawas 01-06-2018
Rachman, SH, M H pada Badan Pengawasan
MARI

12. PENGHARGAAN SATYA LANCANA 10 TAHUN YANG DIPEROLEH OLEH
HAKIM YUSTISIAL, FPEJABAT STRUKTUR, AUDITOR KEUANGAN,
AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN FUNGSIONAL UMUM PADA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG BRI, TAHUN
2018 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

SATYA
NO ‘ NAMA JABATAN LANCANA
Staf Subbag Anggaran dan
1. | Moh. Ulul limi, S.E Perbendaharaan pada 10 Tahun
Sekretariat Badan
Pengawasan MARI

13. SDM  PEJABAT/HAKIM TINGGEI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL,
AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN, PEJABAT STURKTURAL SERTA
STAF YANG MENGIKUTI DIKLAT DAN BIMTEK, ANTARA LAIN SEBAGAI

BERIKUT:
No Nama Bimtek Jumiah Penyelenggara Tujuan
peserta
| | Bimtek Penyusunan 2 orang | KPPN Jakarta VI Peningkatan
Laporan Keuangan Tingha K.ompetensi
Satuan Kerja Semester [1 SDM
Tahun Anggaran 2017
2 | Diklat Substantif 26 | Badan Pengawasan | Peningkatan
Manajemen Resiko di orang | MAR Kompetensi

e e ey
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Lingkungan Badan SDM
Pengawasan Mahkamah
Agung R1
| 3 | Diklat Sertifikasi Traiming | 2 orang | Lithang Diklat Pemngkatan
of Trainer (TOT) Kumdil MARI Kompetensi
sSDM
4 | Sosialisasi Aplikasi e- Jomang | Bappenas Peningkatan
Monev Kompetensi
sDM
5 | Diklat Penjenjangan 2 orang | BPKP Peningkatan
Auditor Muda Kompetensi
SOM
& | Pelatihan Assesor 4 orang | Mahkamah Apung RI | Peningkatan
Kompetensi
SDM
7 | Pengembangan Sumber 150 | Badan Pengawasan Pemingkatan
Daya Manusia (SDM) orang | Mahkamah Agung RI | Kompetensi
dalam rangka Peningkatan SDM
Capability Aparatur Badan
Pengawasan Mahkamah
Agung Bl untuk menunjang
Reformasi Birokrasi
8 | Bimtek Penilaian dan 9 orang | BKN Pusat Peningkatan
Penetapan Angka Kredit Kompetensi
Jabatan Fungsional Auditor SDM
Kepegawaian
9 | Diklat Substantif 24 | Badan Pengawasan | Peningkatan
Manajemen Resiko orang | MARI Kompetensi
SDM
10 | Assesment (Hakim Tinggi 27 Badan Pengawasan Peningkatan
Tingkst Banding, Hakim orang | MARI Kompetensi
Tingkat Pertama dan staf SDM
Bawas)
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11 | Assesment 4 Orang | Badan Pengawasan | Peningkatan
MARI Kompetensi
SDM

12 | Sosialisasi Per-13/PB/2018 | 3 Orang | KPPN Jakarta V1 Peninghatan
Tentang Pedoman Kompetensi
Pelaksanaan Penerimaan SDM
dan Pengeluaran Negara
pada Akhir Tahun
Anggaran 2018

13 | Pendidikan dan Pelatihan | Orang | BPEP Peningkatan
Auditor Ahli Pertama Kompetensi

sDM

14 | Pelatihan Penjenjangan 4 Orang | BKN Peningkatan
Tingkat I (Auditor SDM
Kepegawaian Pratama)

15 | Diklat Pembentukan 6 Orang | BPKP Peningkatan
Auditor Ahli Pratama di Kompetensi
lingkungan APIP SDM

16 | Sosialisasi Penyusunan 2 Orang | KPPN Jakarta VI Peningkatan
Laporan Kevangan UAKPA Kompetensi
TA 2018 SDM

17 | Bimtek Sistem 40 Badan Pengawasun Peningkatan
Pengendalian Intern Orang | MARI Kompetensi
Pemerintah (SPIP) di SDM
Lingkangan Badan
Pengawasan Mahkamah
Agung Rl
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B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan sarana dan prasarana {BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
pada tahun 2018 dikelompokkan :

# 1.808 unit peralatan dan mesin Rp. 12.464.038.691
P 2290 buah aset tetap lainnya Rp. 535403685

# 12 unit aset tak berwujud Rp. 2.624 583 965
Total pengelolaan sarana dan prasarana Bp 13.372.343 593

Grafik 3.1 Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan

e ——— = 5

m Paralatan dan Masin
B Aset Tetap Lainma
n Aset Tak Barwujud

Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberathkan pada -
a) Perolehan Sarana dan Prasarana
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN atau berasal dan perolehan lainnya yang sah, meliputi © barang yang diperoleh
dan hibah/sumbangan atau yang sejemis, barang vang diperoleh sehagai pelaksanaan
perjanjian'kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau
barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukom tetap.
Pada tahun 2018, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian
dengan DIPA tahun 2018 maupun hibah dan pihak [uar
1) Pembelian
Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan
anggaran DIPA tahun anggaran 2018 adalah 153 Umit dengan Total Rp
493,373,920 (empat ratus sembilan puluh tipa juta tiga ratus tujuh puluh tige nbu
sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut -
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Tabel 3.34 Perolehan Barang Milik Negara

No Uraian Volume Nilai

1. | Lemari besi/metal 57 117.591.920

2. | Filling cabinet bes: 31 73.315.000

1 3. | CCTV- Camera Control Television 15 24.750.000

System

4. | Perkakas kantor lainnya 1 1.375.000

5. | Sice 1 42 350,000

6. | Televisi I 17.798.500

7. | Unit Power Supply . 1 19.522 500

B. | P.C Unit B 10 45.880.000

9. | Lap Top 25 118917420

10. | Printer (peralatan personal 10 29 400,000
komputer)

11. | Rak Server 1 3.074.500
TOTAL o 153 493.373.920

2} Hibah masuk

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Hibah dari Sustain
UNDP berupa 1 Paket (Pengembangan aplikasi SIWAS) dengan Total Rp
1.272.450.794 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lma pulub
ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupaah).

3} Transfer Masuk

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) vang berasal dan Transfer Masuk
adalah 42 Unit dengan Total Rp 507.848.035 (lima ratus tujuh juts delapan mtus
empat puluh delapan ribu tiga pulwh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut

Tabel 3.35 Perolehan Barang Milik Negara

No Uraian Yolume Nilai
1. | Meja kerja kayu 30 442 802 832
2. ! Sice 12 65.045.203
TOTAL 153 S07.848.035
b) Pemelibaraan

Sarana dan prasarana pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Sebagian
besar hasil Transfer Masuk dari Badan Urusan Adminisirasi Mahkamah Apung RI
maupun dari DIPA Badan Pengawasan sendiri. Badan Pengawasan memiliki 1.B08
buah peralatan dan mesin yang membutuhkan perawatan dan pemelibarsan sehingga
mampy menunjang tugas fungsi kantor.
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Badan Pengawasan memiliki 50 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan
perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.
1) Pemelibaraan Inventaris Kantor
Pemeliharaan dan perawatan telah dilakukan terhadap P. C Unit, Printer, Laptop
dan Mesin Penghancur kertas,
2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas pada Badan Pengawasan tahun 2018,
telah dilakukan pada 4 unit station wagon, Dimana kendaraan dinas tersebut
melekat ke jabatan masing-masing pejabat eselon 3.
Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas
tersebut antara lain - Perpanjangan STHNK, Pengisian BBM, Penggantian sparepart,
Service AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, spooring & Balancing dan
Pergantian ban,

3} Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Untuk menumjang operasional perkantoran, disediakan 6 unit station wagon, 1 unit
Micro Bus dan 5 unit sepeda motor.
Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas
tersebut antara lain ;| Perpanjangan STNK, Pengmsian BBM, Penggantian sparepart,
Servise AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, spooring & Balancing dan
Pergantian ban.

c) Penghapusan Barang Milik Negara
Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) tahun anggaran 2018 adalah 59 Unit
dengan Total Rp 452, 167.842 (empat ratus lima pulub dua juta seratus enam puluh
tujuk ribu delapan mtus empat puluh dia rupiah) dengan perincian schagai berikout
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d) Barang Persediaan
Saldo persedinan pada Badan Pengawasan per 31 Desember 2018 sebesar Rp
265.932.132 (dua rotus epam puluh limo juta sembilan ratus tiga puluh due riby
seratus tiga pulh dwa rupiak ), jumlah tersebut terdin dari:

+ saldo awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp247.223.574 (dua ratus empat pulul tufuh
Jutar dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empar rupiahy

¢ total pembelian persediaan selama Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 sebesar Rp529.963.250 (Tima rafus dua puluh sembilan juta
sembilan ratus enam puluh tige ribu dua ratus lima puluh rupiah)

s total distribusi sebesar Rp527.513.305 (Tima ratus dua pulul rujuh juta lima ratus
tiga belas rifra figa ratus lima rupicah. )

Berdasarkan data diatas, Posisi Barang Milik MNegara (BMN) pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl mulai awal tahun sampai dengan Bulan Desember
2018 dapat terlihat pada grafik dibawah imi.
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. Pengelolaan Kepangan
Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : SP DIPA-005.07.1.663136/2018 Tanggal 5
Desember 2017 dengan jumlah PAGU (REVISI KE-2 {anggal 19 November 2018) schesar
Rp.33.944.916.000 - terdiri dari:
1. BELANJA PEGAWAI
Pengelolaan belanja pegawai tahun anggaran 2018 yaitu:
2. Pagu : Rp.5.124.662.004,-
{lima milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus enam
puluh dud ribu rupiah)
b. Realisasi : Rp. 5.081.576.841,- (99,16%)
(ima milyar delapan puluh dua futa tiga rotus sembilan
puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)
€. Sisa : Rp.43.085.159,- (0,84%)
(empat puluh dua juta dua ratus enam puluh empat ribu dua
ratus empat belas rupiakh)

Grafik 3.3 Belanja Pepawai Tahun 2018

5.134.662.000 5081576841

Aealisas| Sism

£3.089.159 ‘

2. BELANJA BARANG
Pengelolnan belanja barang tahun anggaran 2018 vaitu:

e
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a. Pagu  : Rp.28.320.254.000.-
(eua puluh delapan milvar tiga ratus dua puluh juta dua rorus
lima peduds empat ribu rupiah)

b. Realisasi: Rp. 28301 374.498 - (99.93%)
(dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belay futa tujuh
ratuy sembilan puluh delapan ribu enom ratus enam puluh fima
rupiak)

e. Sisa : Rp. 18.879.502.- (0,07%)
(e futa empal ratus lima puluf fima ribu tiga ratus tiga puluh
lima rupiah)

Grafik 3.4 Belanja Barang Tahun 2018

30.000.000.000 - Z8.320.254.000 ZB.301.374.498

2% 000000900 |
20.000.000.000 -
15.000.000.000 -
10.000.000.000 |
5.000.000.000
e == - —

3. BELANJA MODAL
Pengeloiaan belanja model tahun anggaran 2018 yaitu:
a. Pagu : Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)
b. Realisasi: Rp497.413.920,- (99,48%)
femparl rafus sembilan puluh hyuh jfuta empat ratus tiga belas
ribu sembilan ratus ducg puluh rupiakh)
¢ Sisa : Rp.2.568.080,- (0.52%)
(dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh
rupial)

e e e —
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Grafik 3.5 Belanja Modal Tahun 2018

GO00.000.000

S00.000.000

400.000.000 -

300.000.000 -

| 200.000.000 -

00000000 -
2.586.080

Pagu Realisasi Sisa

Tabel 3.36 Data Per Output & Satuan Belanja TA 2018
Sesnai IMPA Nomor : 5P DIPA-005.07.1 6631362018 Tangeal 5 Desember 2017

| 1461066000 | 1460802424 | 263576

| 1.540.620.000 | 1.540.621.644 7.356

977087284 29,716

A

79.436.250

750

143.916.550

8450

40.046_000

40006250

39.750

35.001.050

2950

31,566,000

31,530,150

35,850

118.333.000

118328 750

4250

30513000

30.461.250

51.750

| 1485638000 | 1485614.188 | 23812

| L753477.000 | 1.753.474.906 2K

877176120 | 880
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40.013.000

40010770

1.230

F2.390.000

32355750

34250

65.368.000

65.368.000

| 150.484.000

150.483 600

31.100.000

31.099.750

250

34.855.000

34816350

3R.650

80.751.000

1230

3 [ 7675000

B0, 749,750

80,000

| 1.386.742.000

1.386.652.150

80850

| 1207058000

1207054635

3365

O37.369.000

937.365,100

3.900

103.754.000

103729350

sl

73.599.000

73,557,850

1,150

40.274.000

40.273.750

250

47.969.000

47918.730

302350

40.465.750

34.250

105.343.000

105,341.350

1.650

5000

26.545.000

1.023 920000

1023 914.050

5950

| oss o000

986.739 840

40.160

664 815000

664.813.150

5.850

115.425.000:

T15:423.750

1.250

T9.46%.000

T2.466.130

2850

34.605.000

34 566,550

38450

48 535.000

48 4B0.650

34350

LAPOEAN TAHUNAN RADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2018

Page 53



# Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparator Mahkamah Agung RI

39425000 | 39.387.350 37650
132,971 0000 132.941.450 29 550
25595000 | 25.595.000 0
1 300000, OO0 299 009 560 331
261,033 000 261.031.710 1290
15 130,000 194,118,120 11.880
522902000 | 522843370 | 58630
[IET 436000 1LIBT 356227 TOTF7
| 236233000 | 296.226850 6.150
| 443313.000 443.310,320 2680
SA55.941.000 | 5455420174 | 52086
263.204.000 262137920 1066080
236.796.000 | 235276000 | 1,520,000
: 5124662000 | 5.081.576.841 43 085159
3300000000 | 3.499283814 |  716.186

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.944.916.000 digunakan untuk kegiatan :

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2018

Pembayaran gaji dan tunjangan vang melekat pada gaji sebesar Rp 5.124.662.000
Belanja operasional (pemcliharaan dan kcbutuhan pokok perkantoran) scbesar Rp
3.500.000.000

Belanja barang non operasional (biaya perjalanan dinas, pembinaan, tindaklanjut
pengaduan dan Reviu RKAKL) sehesar Rp 24.820.254.000




b

- Belanja modal {pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana
kena) sebesar Rp 500.000.000

Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1

Dalam rangka perkembangan pepanganan pengaduan setiap tahunnya, maka diperlukan
perkembangan personel Badan Pengawasan Schingpa diperlukan perkembangan alokasi
anggaran sctiap tahunnya, benkut perkembangan alokasi anggaran dalam kurun waliu 3
tahun terakhir :

Tabel 3.37 Perkembangan Aleokasi Anggaran Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI
_ Tahun Angparan APBN
Mo Unit
2016 2017 2018

Badan Pengawasan 31.400.000,000 31.400.000.000 33.944 916.000

D.

Regulasi Tabun 2018
Badan Pengawasan sebagai APIP (aparat pengawasan intern pemenntah) mempunyai
kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan konsultasi

(consulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas

dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawshnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat,

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2018 Badan Pengawasan telah
melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Assurance melipoti Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan
Reguler, Pemenksasn Kasus, Reviu Laporan Kewangan, Reviu RKAKL, Evaluasi
Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)} dan Monitoring Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.

2. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat
Koordinasi Penanganan Pengaduan, Comswiting dalam rangka Peninghkatan
Pengawasan dan (hality Assurance
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Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Dibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan antara
fam:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Dalam menjaga eksistensi tertib administrasi dan kedisiplinan, maka pada
tahun 2018 telah dilakukan kegiatan inspeksi mendadak vang meliputi; PT & PTA
Pekanbaru, FTUN Tanjung Pinang, PA Lubuk Basung, PN Sigli, PN Kuala Tungkal,
PTUN Jakarta Dilmil 1I1-12 Surabaya PN Klaten, PN Surabaya, PT Pontianak, PTA
Pontianak, PTUN Pontianak, PTUN & PN Banjarmasin, PT & PTA Banjarmasin,
Dilmil Banjarmasin, PA Tanjung, PN Mamuju, PTUN Kendari, PTUN Palangkaraya,
PTA Jayapura, PA Jayapura, PTUN Jayapura, PT Palu, PTA Palu, PTUN Palu,
Wilayah NTT, PT Mataram, PTA Mataram, PTUN Mataram. Pelaksanaan inspeksi
mendadak dipimpin oleh Ketua Tim Pemenksa, Sekretaris Tim dan Anggota.

2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Pada tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan Pemeriksaan Kinerja dan
Imtegritas pada 100 Satker secara tematik berfokus pada pengelolasn keusngan
perkara, pengelolaan PNBP vang berasal dan pelayanan perkara dan pelayanan publik.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat
Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum ontok wilayah LILILIV berjumlah 57
satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah LILITLIV begumlah 30
gatker. i Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah LILIILIV berjumlah 7 satker
dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilavah LILIILIV berjumlah 6 satker.

3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan audit Pengadaan Barang dan Jasa memspakan upayz untok
menjaga akuntabilitas Pengadasn Barang dan Jasa, mengu)i dan mengetahui
sejauhmana kepatuhan terhadap peraturanketentuan yang mengatur pelaksanazn
pengadaan barang dan jasa, sehingga prinsip ekonomis, efisien efektif dan transparan
dalam pengadaan barang dan jasa dapat dicapal.

Pelaksanaan Audit Pengadsan Barang dan Jasa Pada Pengadilan Tingkat
Pertama [N Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah LILITLIV begjumlah 5
safker, D1 Lingkungan Peradilan Agama umiuk wilayah LILILIYV begumlah 4
satker, dan Dn Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah LILIL IV berjumlah 1
satker.

—
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BAB IV
PENGAWASAN

A. Program Pembaharuvan
1. Pengembanpan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (STWAS) MARI Versi 3.0

Aplikasi Siwas dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi serta permasalahan

vang timbul dan penyempurnaan bisnis proses pada aphikasi Siwas versi sebelummnya
(versi 2.0), sclain itu diperdukan revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 0% Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan vang berada di Bawahnya , sehingga ada kesesuaian antara aplikasi
Siwas dengan SOP Siwas dan petemjuk pelaksansan Persiuran Mahkamah No. 09
tahun 2016,

Tujuan revisi / pengembangan Siwas Versi 3.0 sebagai berikut |

Hamngialtan dokomertac: dan pelapoezan. melalu
Gestim

Batasan dan rusng lingkup dalam pengembangan Aplikasi SIWAS dan

perubahan terhadap Aplikasi SIWAS meliputi -

s T L e e m\. e e e e B

& - [ & T A = 3
o 1 i |

=L e 1 ot e iy

¥

“Tampilan aplikasi secara mobile device (Smartphone, Tablet, Laptop) pada

seluruh proses bisnis.

Perbaikan fungsi login vang tidak keluar secara otomatis

Perbailan spsunan urutan data pengaduan berdasarkan tanggal masuk

Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah selesai diperiksa,

h | o | L) B

tahapan inpul Laporan Hasil Pemeriksaan

Akun Sekertaris Tim hanva sampai tahapan input Laporan Hasil Pemeriksaan,

wl |y

Akun Kasubag TU., Irwil memeliki fasilitas sama dengan Irwil, namun hanya
melihat saja tanpa bisa mengubah.
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Akun Sekretaris Bawas memiiki fasilitas sama dengan Kabawas, namun
hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah.

Perbaikan salah penempatan pengaduan antar wilayah

Penambahan kolom pada disposisi Kabawas, untuk menu disposisi tidak
hanya telah namun mengikuti isi disposisi Kabawas (Misal ; tunjuk Trwil,

11

gabung berkas, arsipkan, dll).
Perubahan alur inisiatif sendiri dirubah menjadi : Pengaduan inisiatif sendiri
masul: — Dmpqsnsn Kebawas — Irwil menunjuk Penelaah — Telaah —

12

13

ikt bl

Penambahan akun staf Easubag TU. Irwil dalam hal konsep surat

4

Penambahan menu Disposisi Kabawas h&rupa telaah, arsipkan, gabung
berkas, pantaw, dil

i5

Penambahan menu pantau untuk melaporkan hasil pemantauan kepada
Kabawas.

113

Penanlhahanperatmmyang d:hnggn: pada terlapor,

17

Perbaikan tab koreksi hasil telaah khusus akun kabawas dan akun Inspekiur
Wilayah

18

thmm_ﬂmm apabila 14 hari kerja sejak tanggal pengiriman
kofirmasi pengaduan ditutup, jika ada jawaban dibuka kembali oleh kabawas,
bentuk tim pemeriksa

i9

Perbaikan dashboad untuk penghitungan stabistik jumlah  pengaduan
berdasarkan peradilan, pengaduan tidak dilanjuti (dijawab dengan surat),
pengaduan yang ditindaklanjuti dengan knteria dijatuhi sanksi dengan macam
sanksinya dan jenis pengaduannya.

Pemisahan jemis tindaklanjut pengaduan ({pengaduan diarsipkan/gabung
berkas dibuat terpisah)

21

Penambahan fungs akun kabawas untuk menelaah pengaduan tanpa melalui
proses disposisi (lerkait penghitongan jumlah dan wakiu proses).

Perbaikan laporan pada menu laporan whistleblower

Penambahan kolom Irwil pada whistle telaah

i B et

Penambahan fungsi audit'audiwan sclain penelaah dan berfungsi sebagai
schretans tim

No

Pencabutan Laporan Pengaduan bagi pelapor

Tambah tombol hapus (bila terjadi kesalahan mput pengaduan) khusus meja
pengaduan bawas

Penambahan menu dashboard buat penelaah unfuk penghitungan jumiah
telaah yang sudah sclesai

Penambahan notifikasi pop up adanya tugas haru pada saat login khusus buat
Penelaah

Penambahan notifikasi terkait pengaduan vang ditangani setiap user yang
terkait pengaduan

Penambahan fitur mencari kemiripan data sejak pengpabungan berkas awal
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{untuk pro agno)
7 | Penambahan fitur cetak pengaduan dan cetak telaah khusus untuk Kasubag,
TU Irwil

8 | Penambahan fitur pemilihan irwil sesuai dengan nomor perkara yang diadukan
9 | Penambahan menu pratifikasi
10+ | Penambahan menu benturan kepentingan ]

Tampilan Siwas versi 3.0 antara lain dapat diuraikan sebagai berikut

1) Tampilan Siwas versi mobile
Gambar antarmuka pengembangan SIWAS Versi 3 dirubah menveluruh secara
responsive vang artinya aplikasi Siwas dapat dibuka di berbagai device
{Smartphone, Tablet, maupun Deskiop) serta Siwas dapat di install di Smartphone
berbasis android.

Gambar 4.1 Aplikasi Siwas Versi 3.0 Pads Handphone Android

2) Tampilan Siwas versi Desktop

Gambar 4.2 Aplikasi Siwas Versi 3.0 pada Komputer Deskiop
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3) Tampilan baru antar muka POP-UP (Grafik User Tnterface POP-UP)

SEgen ..

GAMBAR 4.4 - TAMPILAN POP-U'P

ATTe UEELRER uharraTed dorsnk

Ao
Ll
meree opnEI
¥

e et hs
e

TR 11— ——r—— -

Gambar 4.5 Tampilan fitur pengaduan dicabut

1. Pembangunan Aplikasi E-Monitering Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indoneésia Nomor
EMADRWSK/VIIL2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Dh Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Keputusan
Eetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomeor : 145/KMAJSK/VIILZ007
tentang Memberlakukan Buku I'V Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
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Badan-Badan Peradilan, maka Badan Pengawasan membangun aplikasi untuk
memantsu dan melaporkan hasil pelaksanaan Pengawasan yang disebut e-monitoring
pengawasan.

Tujuan Pembangunan Aplikasi E-Monitoring Pengawasan untuk :

Fesetapaman Prosss Patiawakan vang bernda & Badan
Pengavzaan Adshhemal Azwre sompa denesn Pensaddan
Tanlodt Bandey inanpon Pensadilen Tingkst Perama

Eeserpzaman Instrusiem Pengiwasan vang beradn ¢ Badan

2 sampl dengan Pepgdiis

Emniglad Bandeng moupin Pengadiban Tingloat Pertama

‘eniaivad padz Badan Pengawisan
£ t&1a Helen

Tampilan Aplikasi E-Monitoring Pengawasan sebagai berikout -
a Tampilan Halaman Utama Desktop

Lol -ttt

Gambar 4.6 Tampitan Halaman Utama Login
Aplikasi E-Monitoring Pengawasan pada Komputer Desktop

e e —— e
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b. Tampilan Form Login Mobile (Smartphone/Tablet)

T — O e

:I.""E‘j L...-.rhr\--. h.'“\_

o [ - TR RS H1q|11 B o e ]

e-Monaw

Gambar 4.7 Tampilan Form Login Mahile

¢, Tampilan Halaman Utama Deskiop

b - L]
LET R X
a

o wi

= B THOELE,

W P - Pl wew B il T Ty L

_ ﬂh-—l-:-'l-l--mr-"im-
B i gt

o Lo rmra B ' S
P ity
& e e L B
=2 il el i 1
A kel P s
R TR

(Gambar 4.8 Tampilan Halaman Utama Desktop

d. Tampilan Halaman LHama Mohile

—————— Y s s ——weia
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Gambar 4.9 Halaman Utama Mobile

g, Tampilan Halaman instrument untuk menjawab pertanyaan

=g Parewy Droeroer. ar pon - Szomera™ T DR pwy e syl pergbfieeren b s

& Tosc

Gambar 4,10 Tampilan Menjawab Pertanyaan
o Jika jawaban ¥4, maka pertanyaan akan otomatis tersimpan, dan kembali
kehalaman instruméent/pertanyaan
® Jika jawaban TIDAK, makan akan muncul form temuan dengan kolom
Kondisi, Kritenia, Sebab, Akibat, dan Rekomendasi serta menu untuk
upload file bukti temuam.

f Tampilan Halaman pilihan TIDAK / Terdapat Temuan
Kolom Kondisi
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Gambar 4.11 Tampilan Kolom Kondisi
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Gambar 4.12 Tampilan Kolom Kriteria
Eolom Sebab
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Gambar 4.13 Tampilan Kelom Sebab
Kolom Akibat
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Gambar 4.14 Tampilan Kolom Akibat
Kolom Rekomendas
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Gambar 4.15 Kolom Rekomendasi

Kolom Antrian File / Upload file temuan

Kotak Antrian File

Gambar 4.16 Kolom Upload
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Gambar 4.17 Tampilan Jawab Halaman

e  : Instrumen / pertanyaan yang telah dijawab.
S ¢ Klik tombol Laporan Ke Ketua / Wakil

Status dari Sub Bidang Perkara Perdata
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Gambar 4.18 Tampilan Presentasi Jawaban
Setelah instrumen atan pertanyaan telah 100% semua. Hasil pemeriksaan
masuk ke user ketua atau wakil untuk di review atau di cek kembali,

g Melihat Pengadilan Tingkat Pertama yang telah melakukan pemenksaan di
satuan Kerjanya.
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Gambar 4.19 Tampilan Monitoring data Pengadilan Tingkat Pertama

h. Hasil pemeriksaan Tingkat Pertama dapat dilihat di menu monitoning.
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Gambar 4.20 Tampilan Periode Laporan Peagawasan Reguler

Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pengadilan Agama Kefamenanu yang sudah
dipublikasikan oleh Ketua Pengadilan pada periode 1 dan II dapat di lihat oleh
Ketua Pengadilan Tinggl Agama Kupang/Tingkat Banding.

i. Tampilan Login /Halaman Utama Kepala Badan Pengawasan
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Gambar 4,21 Tampilan Halaman Utama Kepala Badan Fengawasan

Melihat detail Laporan Hasil Pemeriksaan, dari masing-masing Dinjen.

Login Ketua Pengadilan untuk Melakukan review dan Publikasi ke Pengadilan
Tingkat Banding dan Badan Pengawasan.
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SHONEY LAPORAN HASIL PENGAWASAN PER TAHUN

PEHAREILRA M1ANA KEFAMERAHU

Gambar 4.22 Tampilan Laporan Hasil Pengawasan
Lalu masuk ke halaman detail perbulan
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Gambar 4.23 Tampilan Laporan Detail Perbulan

3. Sistess Informasi Peselusuran Penanganan Pengaduan (SEP3)

Dengan telah diimplementasikan Siwas dan pelayanan publik yang transparan,
cepat, mudah, efektif dan efisien maka perlu adanya sistem informasi yang dapat
memantag serta memberikan laporan yang tepat, digunakan pimpinan dalam
mengambil keputusan, vntuk mendukung percepatan proses penvelesaian penanganan
pengaduan

Tujuan Pengembangan aplikasi SIP3 yang merupakan turunan dan aplikas: Sywas,
berfungsi untuk memantay dan membenkan laporan secara akuraf penanganan
pengaduan vang dibutuhkan oleh unii kerja pada Badan Pengawasan Perancangan
pengembangan tampilan utama aplikasi S1P3 dapat dilihat pada pambar berikut :
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Gambar 4.24 Dashbeard Aplikasi SIF3

Aplikasi SIP3 diperuntukan untuk memantsu data pengaduan yang datanya
bersumber dan aplikasi Siwas, dimana seluruh pengaduan harus dimasukan kedalam
aplikasi Siwas. Dalam aplikasi tersebut jupa akan ditambahkan fitur chat vang
memungkinkan sesama pengguna dapat berkommikas dan notifikasi sumra untuk
mengetahui adanya pengaduan masuk dan penelaah vang ditunjuk.

4. Persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI IS0 37001:2016)
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya
Pada Oktober 2016, [nfernational Organization for Standardisation (150)
mengeluarkan standar 1SO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Standar imi dircspon oleh Pemerintah Indonesia melalui Inpres No 10 tahun 2016
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi vang mengamanatkan standar setara

untuk sektor swasta dan publik.
Manfaat Penerapan SNI 150 37001

e
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Badan Penpawasan Mahkamah Agung R.J bekerjasama dengan TSAID
CEGAH mengadakan persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyoapan (SNI
IS0 37001:2016) terhadap Pengadilan Megen Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri
Surabaya. Dipilihnya Pepgadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri
Surabaya sebagai Pengadilan Filot Project dengan tujuan agar budaya jujur, bersih,
transparan dan patuh sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun
2017. Sistem Manajemen Anti Penyoapan sangat diperlukan agar tidak terjadi
penyuapan pade Aparatur Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Penerapan standar ini akan membantu Mahkamah Agung untuk mengendalikan
praktik penyoapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani
PeTyBApET.

Hasil Fase I Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan {(SNI 130 37001:2016)
teshadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negen Surabaya sebagai
berikut:

- Pemnyataan anti penyuapan

- Struktur Organisas:

- Pandimm pelaksainaan penilaian Risiko Penyuapan

- Protokol respon terhadap dugaan dan insiden penyuapan serta eskalasi.

B. Kegiatan Badan Pengawasan
1. Penanganan Pengaduan
Tahun 2018 jumlsh pengaduan yang masuk ke Bedan Pengawasan Mahkamah Agung
sejumlah 3,080 pengaduan, dengan rincian
Tabel 4.1 : Penanganan Pengaduan Tahun 2018

No Jenis Pengaduan Masuk
1 Pengaduan yang disampaikan langsung ke 2.119
Badan Pengawasan
2 | Pengaduan dan instanst (stakeholder Mahkamah 523
Agung)
Pengaduan Aplikasi Siwas 380
4 | Pengaduan dari Satgas 58
Jumizh 3.080

LAPORAN TAHUMNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2018 Page 69



Tindaklanjut atas penanganan pengadaan dapat diperinci dalam tabel bertkout
Tabel 4.2 : Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Tahun 2018

| No Jenis Tindaklanjut Jumlsh Tindak lanjut
| 1 | Masih Dalam Proses 919
2 | Selesai diproses 2161
Pengaduan ditindaklanjuti
a Diperiksa Tim Bawas 207
b. Delegasi ke Tingkat Banding 49
¢. Delegasi ke Tingkat Pertama 477
d Memorandum / Delegasi 153
Trrternal -,
¢. Dijawab Surat (instansi) 263
| Pengaduan tidak ditindaklanjuti
a. Dijawab surat 631
b. Diarsipkan £+
Jumlah 1.161 3.080
Catatan :

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi‘materi Pengaduan yang
logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemerksaan guna

b, Pengaduan dengan identites Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi Pengaduannya
logis dan memadai, dirckomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna
membuktikan kebenaran informasinya

¢. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang
jelas dapat direkomendasikan untuk di konfirmasi atau di klarifikesi sebelum
dilakukan pemeriksaan

d. Pengaduan dengan permasalaban serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah
dilakukan pemcriksaan, dirckomendasikan untuk dijadikan sebagm tambahan
informasi.

Pengaduan vang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kritena sebagai berikut:

a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan
tidak menunjang informasi yang diadukan.

e — —— & ————————————————— = e - |
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b. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara
jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkara yang tidak achl (tidak fair), yang tidak
disertan dengan nama pengadilan, tempat kejadian atan nomor perkara dimaksud.

¢. Penpaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerga schagm halam dan/atan pegawai
Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi
lain.

d. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat
yang berwenang.

e. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substans: putusan
pengadilan.

f. Pengadean mengenai pihak atav instansi Jam ¢ lvar yunsdiks: pengadilan, misalnya
mengenai Advokat, Jaksa atan Polisi,

g. Pengaduan menpenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan
tidak ada Pengaduan sehelumnya

h. Pengadusn berkaitan denpan pelaksanaan  eksekusi, oleh karena merupakan
kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawash pengawasan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perlaku yang tidak profesional
(rmprosfessional conduct).

i. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin

Terhadap Pengaduan vang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada

Pelapor, dalam hal:

a. Pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan disarankan agar diajukean
melalui mekanisme upaya hukum,
b, Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar
disampaikan kepada instansi yang berwenang, dan
¢. Penpaduan vang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat
vang berwenang.

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Pada tahun 2018 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan
Sidang Majelis Kchormatan Hakim terhadap 2 orang hakim, dapat dilihat pada tabel
berikut
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Tabel 4.3 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2018

JI NI

JABNEAN

HEKLAMAN KETERAMNGAN

I |JWL,SH Hakim PN, Pemberhentian tetap dengan hak
Yopyakaria pensun )

2. EW Hakim PN. Berdasarkan surat  keputusan
Kupang Presiden No. 149/P yang

bersangkutan diberhentikan
dengan hommat dan jabatsn
hakim di Lingkungan Peradilan
Ulmum, sehingga sidang Majalis
Kehormatan  Hakim  tidak
berwenang untuk memenksa dan
memutus  pelanggaran  perilakue
hakim.

Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dilaksanakan meflalui Sidang Majelis

Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 4.4: Penjatuhan Hukuman Diisiplin Berdasarkan
Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d. 2018

| | Diberhentikan tidak dengan ] ) ) ]
2| Pemberhentian dengan hor o e [ 5
3 | Pemberhemtian dengan hak

pensium - - 1 1
4 | Non Palu selama 3 bulan - - 5 :
5 | Mon Palu selama 6 bulan ~ ] i )
6 alu sclama B3bulan | ) e
e : _ : -

=2 TOTAL £ 2 1 @

Jumiah hakim yang diajukan dan diputus dalam Sidang Majelis Kchormatan Hakim
{(MKH) pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian menurun pada tahun 2017
sehanyak 2 (dua) orang dan pada tahun 2018 yang diajukan ke MKH sebanyak 2 (dua)
orang mamun oleh karena | (satu) orang telsh mengundurkan diri sehingga yang
diputuskan dalam sidang MKH hanya 1 (satu) orang.
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Gambar 4.25: Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2018

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin
Sebapai  tindaklanjut surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I, pada fahun 20182 Badan Pengawasan telah menjatuhkan

hukuman disiplin terhadap 163 aparat peradilan yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.5: Hukoman Disi Tahun 2018

1 | Hakim 24 27 50 161
Hakim Ad Hoc 1 = 1 3
‘2 | Panitera 2 1 3 &
3 | Sckretaris = - 4 4
4 | Pantera Muds I 1 3 5
3 | Panitera Pengganti 8 3 8 19
6 | Jurusita 1 - 3 4
T | Jurusita Pengganti | 1 3 5
9 | Staf 4 2 4 10

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RITAHUN 2018 Page 73



*) Data tersebut termasuk rekomendasi dari Komisi Yuodisial RI yang menyanghout
pelanggaran non teknis yudisial {sebanyak 11 orang hakim) yang ditindaklanjuti oleh
Mahkamah Agung R1

Badan Peopawasan juga mengeluarkan surat keteranpan bila termyata dan hasil
pemeriksaan ndak ditemukan bukt pelanggaran seperti yang diadukan, sehinpga
terlapor dipulihkan nama bmk, kedudukan, harkal dan martabatnya. Jumlah terlapor
yang dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti pada tabel
berikut

Tabel 4.6 Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2018

1. | Hakim 94
| 2. | Panitera 4
3. | Sckretanis 3
4. Panitera Muda 9
5. | Pannera Pengganti Q
6. | Jurusita 2
7. | Jurusita Pengganti 3
& | Pejabat Struktural 2
9. | Staf -
10. | Calon Hakim .
11. | Honorer 2
TOTAL 138
4. Pengnatan Skstem Pengawasan
a. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan
Pengaduan

Penguatan Sistem Pengawasan antara lam dilakukan dengan Rapat Koordinas:
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi
Penanganan Pengaduan seria Sistem Penpawasan Aparatur Peradilan pada Selurub
Pengadilan Tingkat Banding.
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Tabel 4.7 : Ra]]lt Kﬂ-urdmasl Hakim ngawnx Huhng, Ilaput Koordinasi

Pempat & Pangonl Bisradsiky

. heteramgan
Pelihsanaan I"eserta e

Ketua/ Wakil Ketua

| Padang Pengadilan Tingkat 122 Rapat
125d 14 April 2018 Pertama, Hakim Pengawas  orang Koordinasi
- Bidang Tinghat Pertama Hakim
Hakim Pengawas Bidang Pengawas
3 Ambon Tingkat Banding dan 68 or Bidang
03 5.d 6 Mei 2018 Hakim Pengawas Bidang g
Tingkat Pertama _ |
Wakal Ketua ngsdil?n Rapat
: Sidoarjo e e | Koordinasi
Pquwns : rah, Orang
9sd 11 Apustus 2018 Hak Penanganan
im Tingg Pengawas P fimit dl
_ Daerah
ok Wakil Ketua Pengadilan P“sl“f't:?“
4 Tingkat Banding dan 65 orang
.Hsdﬂﬂqnmnberlﬂlﬂ Fiokim Pecigowis Dasrsli Pengawasan !

Adapun materi vang disampaikan dan Rapat Koordinasi Hakim Pengawas
Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan DPengaduan dan Penguatan Sistem
Pengawasan tersebut di atas sebagai berikut:

b. Consulting Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai scbagian
para Hakim, Panitera, Sckretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara dan
Kasir yang belum optimal dalam melaksanakan tugas-tugesnya, hal tersebut
disebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi serta kurang
optimalnya peleksanaan pengawasan melekat, demi mendorong  tumbubinya
kesadaran para Aparatur Peradilan di bidang sistemn pengawasan aparatur peradilan,
makn Badan Pengawasan mengadakan kegiatan Comsulting dengan materi-materi
meliputi Pemuliaan Peradilan dan Peninphkatan Pengawasan.
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Kegiatan Conswlting diselenggarakan untuk memngkatkan pengetahuan dan
kemampuan Hakim, Panitera, Sekretaris dan Aparatur Peradilan dalam
melaksanakan bidang pengawasan.

Tabel 4.8 : Kegiats axilting Dalam Rangka Peninpkatan Pengawasan

ATl Tem |1.:|t & Tappeeal Jumbah

Melaksamin Pesertn Poseirin

1 ~ Pontianak Sekretans, Pamtera, 89 ora
25 1.d 27 Oktober 2018 Pejabat Pembuat HER
. Komitmen
Ketua Pengadilan’ Wakil
Ketua Pengadilan,
Yogyakarta ) -
2 Panitera/ Sekretans, 112 orang,

Komitmen, Kasir

¢. Penjaminan Kualitas {Quality Assurance)

Ouality Assurance (QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan
Mahkamah Apung RI yang pada hakikatmya dimaksudkan untuk memberikan
kepastian, adanya jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang
terkait dengan output yang dibasilkan maupun yang berkaitan dengan proses yang
diperlukan dan pelayanan vang dibenkan. QA merupakan kegiatan yang meliputi
usahs pemantauan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinegja
seluruh aparator peradilan, Salah sato bentuk kepistan tersebut adalah dengan
diadakannya Focus Growp Discussion (FODY) vang dapat menjadi wadah bagi para
peserta untuk mengemukekan berbagai permasalahan dalam pelaksanasn tugas
pokok, seperti misalnya membahas temuan yang berkaitan dengan ¢
- Keuangan perkara dan kevangan DIPA.

- Memastikan bahwa seluruh proses atan prosedur kegiatan vang telah
direncanakan diimplementasikan sesual dengan standar / ketentuan yang berlaku.

- Membahas permasalahan yang berkaitan demgan penyusunan lapoman keuangan
berbasis akuntansi akrual schagal dampak masa transisi dan pelaporan kéuangan
berbasis kas ke basis akrual. Hal imt menjadi penting karena permasalahan
pelaporan kevangan berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding pelaporan
keuangan berbasis kas.
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Data permasalahan yvang ditampung dari hasil FGD dibedakan atas:

a) Permasalahan vang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikan pemecahan
berdasarkan aturan atau regulasi yang telah ada

b} Permasalahan yang belum ada atau belom jelas regulasinya ditampung ofeh Badan
Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait
agar dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan,

Tabel 4.9 : Keg
h.'nlJl::I J."';: h||1;_l|;_:'.|| Fh .Iulll‘l.‘lh
Peliksanann

\IIF

3 Timgkat Pertama, Panitera,
2 23 Eizﬁigtﬂmher Pejabat Pembust Konit : 123 orang
Bendahara
TOTAL 239 orang
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Gambar 6.26 : Rapat Koordinasi, Consulting dan (luality Amm
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Secara garis besar rumusan hasil pembahasan QA tersebut di atas adalah:

a) Pengelolaan keuangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus
berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis.

b) Kevangan Perkara dan uamg ttipan mhak ketiga bharus berpedoman pada
kebijakan Mahkamah Agung.

c) Badan Pengawasan melakukan identifikas! nisiko dalam pengelolaan keuangan
DIPA dan keuvangan Perkara sehingga diperoleh peta risiko beserta mitigasinya,

5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler
Badan Pengawasan dalam Tahun 2018, telah melakukan pemernksaan reguler

tersebut pada 129 satuan kerja (Satker), seperti tabel benkut:
Tabel 4.10 : Data Pengawasan Reguler Tahun 2018

P Umum | 24 24 15 & n
Peradilan Agama 14 16 8 8 46
Pi oy ﬁﬂﬂl ]'!-ﬁlltﬂ F 1 -_'1? | T I ‘5
Peradilan TUN i 1 2 2 G
Pengadilan Pajak 1 1

Total 129

Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebul, secara nngkas dapat divraitkan sebagai
berikut :

Tabel 4.11 : Data Jumlah Temuan Pemeriksaan Reguler Tahun 2018

1 Manajemen 415 Program Kema, Evaluasi Kegatan,
Peradilan Standar Pelayanan
2 Administrasi 122 Persidangan, Minutasi Berkas Perkara
Persidangan
3 Administras: 924 Uang Konsinyasi, Bunga Bank yang
Perkara berasal dari rekening penampungan

perkara belum disetor ke Bank selisih

pada pemulupan sclumuh  pembukuan
kcuanean perkara, dil

4 | Administrasi Umum 1.775 Panjar biaya eksekusi diterima tunai tidak
melalni Bank dan disimpan dalam
brankas Pengadilan, Pengadaan alat
pengolah data bdak menggunakan e-
purehasing menvebabkan adanya
Indikasi kemahalan harga, dil.
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5 Kinerja Pelayanan 525 Penanganan Pengaduan, Keterbukaan
Publik Imformasi Puoblik, Pelayanan Bantuan
Hulkoum (Posbakum)
b. Reguler Fendampingan

Pengawasan Repuler Pendampingan bertujuan untuk
a. Pelaksanaan fungsi assurance (pengawasan fumgsional), penguatan kapabilitas dan
asislens: pelaksanaan pengawasan kepada hakim tingg pengawas daemah;
b. Efektivitas penyampaian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil temuan
pemeriksaan pada suatu wilayvah
Pada tahun 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah melaksanakan
penpawasan Reguler Pendampingan pada beberapa satvan kerja sehaga benkut ©
Tabel 4.11 : Data Pengawasan Reguler Pendampingan Tahun 2018

1.. el [Tl Sl Wl ] (Bl IS F 5
Pera:d:lnn 4 4 2 - 10
Bﬁ‘;ﬂ' - ) - I - [ == =
Perad:lan TUN 1 - - . 1
Total 23

c. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Baden Pengawasan bekerjasama dengan KPK dan BPKFP melakukan uji petik pemerniksaan
reguler bersama terhadap beberapa Satuan Kerja yaitu:

I'-’:_'n:_:.'l.!1].'_|n ':'in_r il Tawa Borad

any Nepen Bandung

filan Toesm Paleanbang

1] i

Penendilan TNeren Dalsmbans
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Maksud dan Tujean dilakukan pemeriksaan Reguler bersama |

- Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar

- Meningkatkan kinerja pelayanan publik

- Menjaga terwuiidnya tertib administrasi peradilan

- Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan

- Mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan lar

6. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor
S4BP/SE/IX2016 tanggal 02 September 2016, tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus
Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Aguong Rl, schagai dasar kegiatan uniuk
melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung RI,
meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan untuk tahun 2018 difokuskan pada penerimaan
pengaduan dan masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja
pengaduan di lantai dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas
informasi, dan keseturuban dokumen terkait pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian
umum/penerimaan pengaduan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untvk dicatat
apgenda nomornya dengan diberkan kode pengaduan secara khusus dari Satgas.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima
scbanyak 58 pengaduan yang, terdiri dari

- Pengaduan yang ditcruskan ke Inspektur Wilayah | sebanvak 8 pengaduan,

- Pengaduan yang diteruskan ke Inspekiur Wilayah [l sebanyak 39 pengaduan,

- Pengaduan yang diteruskan ke Inspekior Wilayah 111 sebanvak 9 pengaduan,

- Pengaduan vang diteruskan ke Inspektur Wilayah I'V sehanyak 2 pengaduan,

7. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
Badan Pengawnsan sebagai pengawas Internal pada tahun 2018 telah melakukan
Pemerikasan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara,
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100 Satker sebagaimana tabel
di bawah imi:
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Tabel 4.11: Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada

Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2018

Peradilan Umam 20 15 14 B 57
Peradilan Agama 7 b 9 5 30
Pergdilan TUN 3 3 1 ] T
Peradilan Militer 2 3 ] i i}

| Total K 4 30 25 13 1040
Catatan :
Wilayah I Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat,

Wilayah 1T

Wilayah I11

Wilavah IV

a, Hasil temuan

Jamba, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka
Belitung,

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, dan Bali.

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan,

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku
Utara, Papua dan Papua Barat

Pemeriksaan Kinerja bidang Keuanpan Perkara vang telah

dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, adalah

sebagaimana grafik batang herikut:
KEUANGAN PERKARA
180
160 -
; .'I_,EFQ | e
80
B0
ﬂ )
oy - =

E,ﬁ:l‘ﬂﬂ.ﬁﬂ[ﬁfh.- PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN  PENGEMBALIAN

PERKARA ~ PERSEDIAAN DARI  SISAPAMNJAR  BIAYA PERKARA

BIAYA PROSES TIDAX MELALLY

Grafik 4.1 : Hasil Temuan Pemeriksaasn Kinerja bidang Keuangan Perkara

Tahun 2018
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Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan
balwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni
mencapai |62 temuan (47,50%), schingga diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan
sishem penatausahaan persediaan yang dibiayar dar biaya proses.

b. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP yvang telah dilaksanakan Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl pada tahun 2018, adalah sebapaimana grafik
batang berikut:

PNBP

| PEMUNGUTANPNGP  PENYETORANPNGP  PENATAUSAHAAN PNBP
Grafik 4.2 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP Tahun 20138

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa
temuan terkait penyetoran PNBP lebih dominan yakni mencapai 65 temuan (42,76%),
sehingpa perfu dilakukan langkah — langkah pguna mendorong terlaksananya
penyetoran PNEP sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern),

¢, Ha=zil Temuan Pemenksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik yang
telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2018,
adalah sebagaimana grafik batang bemkut :

e e e e e e
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PELAYANAN PUBLIK

ﬁgsgéﬁggsﬁ

KUALITAS KLIALITAS SISTEM  KLIALITAS SARANA PHDEE!-
STANDAR INFORMASI mm:mmuu PENANGANAN
mmium BELAYANAN PELAYANAN ﬁm

Grafik 4.3 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Publik Tahun
2018

Hasit Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang pelayanan publik menggambarkan
bahwa pelaksanaan pelayanan publik kurang maksimal sesuai dengan standar
pelayanan vang telah ditetapkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan kualitas
standar pelayanan mencapai 163 temuan (42,33%) sedangkan terkait kualitas sistem
informasi pelayanan terdapat 72 temuoan (18,70 %). Pada indikator lain terkait Sarans
dan Prasarana Pelayanan Publik terdapat 77 temuan (20%) dan terksit proses
penangan pengaduan terdapat 73 temuan (18,96%).

B. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon
1 Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 Satker dengan maksud untuk:
a. Membenkan penilaian terhadap pencrapan SAKIP;
b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP,
¢. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akumtabilitas Unit/Satuan
Kerja
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumiiya

e — )
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Tabel 4.13: Hasil Evaluasi
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Tabel 4.16 : Hasil Evaluasi LkjIP pada Inspekiur Wilayah IV

1| =%0- 100 AN - = = iz
2| =B0—90 A - 1 = :
L3 F =T0=80 BB 4 T i =
4 =60 - 70 B 1 2 - -
T = = = =
6 | =30 50 3 - - - -
7] 0-30 e = = =
Jumlah 5 5 0

9. Penilaian Zona Integrifas

Mahkamah Agung telah berupaya membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas
dan Korupsi (WBK)Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan
Mahkamah Apgung dan badan peradilan di bawshoya Adapun hasil penilaian atas
pelaksanaan pembanpunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayam (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Apgung
dan Badan Peradilan di bawahnya yang diusulkan ke Kementerian Pendayaangunaan
Megara dan Reformasi Birokrasi setelah dievaluasi sebagai Duta Reformasi Birokrasi dan
dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal mahkamah Agung sebagai benikut :

Tabel 4.17 : Daftar Nama Satker Usulan Penilaian Zona Integritas

Fomils
Ok Fenilain L Sl 1R by s i

Yhamdin
Pengadilan Agama Stabat Dinsulkan
WBE
(il
Th.2017)
2  Penpadilan Agama Jakerta Posat - B2 26 Dinsulkan
WEEK
(Nilai
. Th.2017)
3 Pengadilan Tata Usaha Negara Scramg - 8203 w
{ala
_ Th.2017)
4 Pengadilan Militer TI1-13 Madiun 92,13 B7 92 Diusulkan
WEBE
5 Pengadilan Tinggi Bandung 90,43 87.46 Divsulkan
WEBE
6 Penpadilan Apama Lubuk Basung 23,33 87,12 Diinsulkan
WBE

= a—————= o ——————a—,, e ——————————————————— L, e ————————— )
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7 Pengadilan Negeri Jakarta Barat

8 Pengadilan Negeri Mempawah
9  Penpadilan Militer 111-12 Surabaya
10 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Il Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
12 Pengadilan Negen Bau Bau

13 Pengadilan Agama Jakarta Selatpn

14 Pengadilan Negeri Tanjung Karang

15 Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
16 Pengadilan Negeri Sekiyu

17 Pengadilan Militer [1-08 Jakarta

I8 Pengadilan Tingei DKI Jakarta

19 Peagadilan Negeri Yogyakarta

20 Pengadilan Agama Surshaya

21  Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

22 Penpadilan Negeri Banyuwangi

23 Pengadilan Negen Situbondo

Setelah melalui proses evaluasi dan pemilaian yang dilakukan oleh Kementerian

i

91,80

- BT.BO

90,73
84,15
85,60
79,04
81,99
81,05

85,50

86,17

#5852
B3.79
B5.45
B5.05
B4.70

24,00

83,46
82 46
82,29
80,92
80,62
80,62
80,07
85.02
90,14

23.40

Dinsulkan
WEK
il
Th.2017)

MHusulkan
WBK

Dhusilkan
WRE

Dhussillcan
WBEK

Trnzalkan
WhK

Diusulkan
WBEK

Dingulkan
WBK
(Ml
Th201TY

Dinsnlkan
WBE

Diusulican
WHE

Dhosulkam
WBK

Driv=nlkan
WBK

Thinsulkan
WEE

Diusulksn
WBE

Dinsulkan
WEE
Davsullkan
WEBE
Ddusalkan
WEBEK
Dxiusslkam
WHE

Pendayapunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi dan 23 satker yvang diusulkan
tersebut akhirnva 7 satker yang mendapatkan Apresiasi dan penganugershan Zomna
Intepritas menuju WBE/WBBM pada tanggal 10 Desember 2018 di Golden Ballroom
Hotel Sultan Jakarta vang dihadiri oleh Wakil Presiden RI dan Instansi terkait lainnya,

ketujuh satker tersebut adalah :
a. Pengadilan Tingg: DKI Jakarta
b. Pengadilan Tinggi Jawa Barat
€. Pengadilan Negen Lubuk Pakam
d. Pengadilan Agama Surabaya
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&. Pengadilan Militer [I-08 Jakarta
f. Pengadilan Militer ITI-03 Madiun
g Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

10. Capaian Hasil Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPF)

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP} Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
melalui  Mysterions Shopper pada tahun 2018 telah melakukan pengawasan dan
pemantauan terhadap 13 (tiga belas) pengadilan yaitu

1. PN Jakarta Seclatan B. PA Ambon

1. PN Bandung 9. PN Merauke

3. PN Jepara 10. PA Kendan

4. PN Jayapura 11. PA Wonogin

5. PA Jayapura 12. PN Ternate

6. PN Mataram 13. PN Balikpapan
7. PN Ambon

@ o
Sabbu. 0 Noverber 2018 134 | Dhda oleh &F | [0 | ln [

OPFERAST TANGEAP TANGAN (OTT) TIM UNIT PEMBERANTASAN PLUNGLI
{uUPP) BADAN PEMGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Tim Und Pemberantasan Pungh (UPP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada
tanggal 1 Movember 2018 talah melakukan Cperasi Tangkap Tangan 1 terhadap
Panitera Pengadilan Neger Jepara terkait permintzan  sejumizh wang dalam
parmohonan eksaies,

Gambar 4.27 : Website Badan Peagawasan

11. Inspeksi Mendadak
Inspeksi mendadak bertujuan untuk memonitoring kedisiplinan aparatur pengadilan
karena masih terdapat aparatur peradilan vang kurang disiplin. Pelaksanaan inspeksi
mendadak pada tabun 2018 schagai berikut :
Tabel 4.18 ; Pelaksanaan Inspeksi Mendadak

Mabkamzh Agong ‘ 1

= 1 2 =

Peradilan Umum 3 4 i 2 13
Peradilan Agama 2 = 3 4 9
Peradilan TUN 1 3 4 3 11
Peradilan Militer 2 1 - J

Total (] 10 12 9 37
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12. Survei Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Peagadilan
Badan Pengawasan Mahkamah Apgung R bekerja sama dengan SUSTAIN EU-UNDP
dan LP3ES melaksanakan survei terkait kepuasaan publik terhadap pelayanan pengadilan
di Indonesia schanyak 60 satker yang terdin dari -
Tabel 4.19 : Survei Kepuasaan Publik terhadap Pelayanan Pengadilan

1 |PNBandaAceh | 21 |PTUN Bandung 41 | PA Banjarmasin
2 | MS Banda Aceh 22 | PN Wates 42 | PTUN Banjarmasin
3 |PTUN BandaAceh | 23 | PA Yogyakarta 43 | PN Balikpapan
4 | PN Stabat 24 | PTUN Yogyakarta | 44 | PA Balikpapan
5 | PN Binjai 25 | PN Malang 45 | PTUN Samarinda
6 | FTUN Medan 26 | PN Kepanjen 46 | PN Manado
7 | PN Padang 27 | PTUM Surabaya | 47 | PN Tondano
& | PA Pariaman 28 | PN Denpasar 48 | PTUN Manado
9 | PTUN Padang 29 | PN Gianyar 49 | PN Kendan
1¢ | PN Kayu Agung 30 | PTUN Denpasar 50 | PA Kendani
11 | PA Palembang 31 | PN Praya 51 | PTUN Kendari
| 12 | PTUN Palembang 32 | PA Praya 52 | PN Makassar
13 | PN Pangkal Pinang | 33 | PTUN Mataram 53 | PA Makassar
14 | PA Pangkal Pinang | 34 | PN Labuhan Bajo 54 | PN Sungguminasa
15 | PN Sungai Liat 35 | PA Labuban Bajo 55 | PN Ambon
16 | PN Jakaria Barai 36 | PN Cibinong 56 | PA Ambon
17 | PA Jakarta Timur 37 | PN Ponluanak 57 | PTUN Ambon
18 | PTUN Jakarta 38 | PA Pontianak 58 | PN Jayapura
15 | PN Bandung 39 [ PTUN Pontianak 39 | PN Serong
20| PA Bandung 40 | PN Martapura 60 | PTUN Javapura

(. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagmi Aparat Penpawas
Intern Pemerintah (APIF), Badan Penpgawasan telah melakukan kegiatannya selaku APIP
sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.20 : Kegiatan Badan Pengawasan selaku APIP

2018,
., BRI TA 2017
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2 | Reviu REA KL
1. Revin RKA K/ wilayah Sulawesi Utara;
2. Revin RKA KSL wilayah Sumatera Barat;
3, Reviu REA K/L wilayah Nusa T Timur
i
4 | Beviu Tender Pra
DIPA dan Reviu
PA PBI

Audit Pengadaan
Barang/Jasa

- Berdasarkan hasil reviu dapat dismpulkan babwa

- Belanja Pegawal mencapai 97,16% senilai Rpb.117.8
- Bqlan,ja Barang mencapai 9537% senilai Rpl 2258
- Belanja Modal mencapai 98,44% senilai Rp5883

- Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja yang

- Berbeda halnya dengan capaian kualitas belamja di

- Pemanfastan pengadaan berbasis elektronik melalui e-

=

Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI dan reviu RKA-
KL di 3 (tiga) wilayah selama bulan September 2018 yaitu:

= - =e——i

secara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dar
80% dan rencana penyerapannya, yakni dengan rincian
sebagai beribout:

Miilyar
Milyar
Milyar

dikembangkan BPKP maka nilai Foalitas Belanja
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya mecapai 58,75 vakni Perdikat Kualitas
Belanja Sangat Baik

tahun 2017 lalu, Pelaksanaan Tender Penpadaan Barang
Jasa Pra-DIPA sampai dengan 25 Januan 2018 hanya
sebanyak 13 (tigabelas) Paket atau hanya sebesar 3%
(tiga persen) dari jumiah Paket PBJ Tahun 2018 dengan
nilai Rp35995300.000,- atau sekitar 8% (delapan
persen) dan Milai PBJ Tahun 2018.

Secara umum, pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemenintah  felah  memperhatikan  ketenfuan  yang
berlaku, mamun masih  terdapat  penyelesaian
pembangunan yang tidak fepat waktu dan terdapat
kekurangan volume pekerjaan;

purchasing belum optimal
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waison Officer 1. Pemenksaan atas Laporan Keuangan ]'-‘Iah’mma.hﬁgung
(LO) RI Tam Anggaran 2017 dengan hasil mendapatkan
opini Wagar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk & (enam)

kali berturut-turut,

2. Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara,
Uang Titipan Pihak Ketiga dan Belanja Tahun
Anggaran 2017 Sampai Dengan Semester | Tahun 2018
pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
Dibawahnya di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur,

3. Pemeriksaan Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan dan
Pengeolaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2017
sampal dengan Semester [ Tahun Anggaran 2018 pada
Mahkamah Apung R1 dan Badan Peradilan Dibawahnya
di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

4. Pemeniksaan Terinca atas Pelayaman Peradilan dan
Pengeolaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2017
sampal dengan Semesier [ Tahun Anggaran 2018 pada
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya
di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

5, Pemerbssan atas Penilmian Kembali Barang Milik
MNepara Tahun 2017 di wilayah Jakarta, Jawa Barat,
Jawa Tengah dan Jawa Timur.

6. Pemeriksaan Inferim  atas Laporan Keuangan
Mahkamah Apung Tahun Anggaran 2018 di wilayah
Jawa Barat, Sumatcra Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utare dan Nusa Tenggara
Timur.

D. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (STWAS

MA-RI)

Sclama tabun 2018 Aplikasi Siwas telah menerima:

1. Pengaduan dan Pelapor sccara mandin : 265
2. Pengaduan dari Meja Pengaduan 4 Lingkungan Peradilan - 107
3. Pengaduan atas Inisiatif sendin dan Pengadilan Tingkai Banding : 6

4. Pengaduan dan Delegasi Pengadilan Tingkat Banding : 0

_——- e —_—_—erresr e e
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E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

a} Temuan pemenksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester [ tahun 2018
sebanyak 488 temuan pemenksaan dengan 986 rekomendasi. Hingga Semester [ tahun
2018 schanyak T97 rchomendasi atau schesar 80,83% sudah diselesaikan olch
Mahkamah Agung Rl sesuai dengan rekomendasi BPE, sebanyak 64 rekomendasi
masih dalam proses tindak lanjut, 114 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan
alasan vang sah dan 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti.

b) Total nilai terman pemeriksaan BPE sejak tahun 2005 sampai dengan semester T tahun
2018 sebesar Rpd3.166.669.702,74 nilai rekomendasi sehesar Rp32.952.953.713,63,
Hingga Semester | Tahun 2018 sebesar Rp24.273,013.323 80 sudah diselesaikan oleh
Mahkamah Agung RI sesual dengan rekomendasi atan sebesar 73,66 %, nila vang
masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4 682 8132 459 00 atau sebesar 14,21 % dan
nilai sebesar Rp523.228 K18 83 atau sebesar 1,59 % tidak dapat ditindaklanjuti dengan
alasan yang sah. Total nilai aset atau penvetoran vang ke kas negara scjak tahun 2005
sampai dengan Semester [ tahun 2018 sebesar Rp26.549.410.435,12

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)
sampai dengan semester T Tahun 2018 schesar 80,83 %, sisa yang belum ditindaklanjuti
sefumlah Rp.2 473 899 112,00 (10,54 %) pojabat yang ditunjuk dalam rekomendasi
BPK untuk membuat kebijakan tidak sesuai dengan kewenangannya

Catatan - Tindak Lanjut hasil pemenksaan BPK tersebut adalah berdasarkan data per
Semester | 2018, sedangkan untuk data per Semester 11 2018 belum mendapatkan data
dari BPK

¥. Internal Audit Capability Model (LACM)

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intem
di sektor publik adalah model penilaian yang disebut fnternal dudit Capability Model (TA-
CM) atau model kapahilitas audit intern. IACM merupakan suatu kerangha kerja yang
mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan bag terwuyudnya umit audit
internal vang efektif di sektor publik. TACM menggambarkan jalur evolusi yang periu
ditkuti oleh organisasi sekior publik dalam mengembankan unit audit intern yang efektif
memenuhi harapan profesional dan kebutuhan tata kelola organisasi, TACM menunjukkan
lamgkah-langkah perkembangan umit audit intern dan Jevel yang kurang mapan memaju
level yang kuat dan efelatif
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Berdasarkan Hasil Penilaian Mandini yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.I Tahun 2017, dijumpai kelemahan dalam Key Process drea (EPA)
dan pemenuhan penyataan untuk masing-masing elemen. Perkembangan pelaksanaan
rencana tindak perbaikan peningkatan Kapabilitas APIP pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung saat ini, berdasarkan hasil sementara [ACM Badan Pengawasan MA RI
sudah level 3 dengan catatan yang sebelumnya level 2.

G. Capaisn Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I
Kegatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan
pada capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut :
Tabel 4.20 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2018

Kasus 86 | 78 | 38 | 21 181 M48LHP | 122%

Reguler 0| 523219 152 89 LHP 171%

Andit PRJ | 2t 3| 3 11 % LHP 137%

Reviu RKAKL

dan Reviu E| 3 1 1 5 4 LHP 1258

REBMN

Reviu LK 0| 6| o | o 6 2 LHP 300%

Pemenksann

Kinerja / 3|31 [ 26 12 100 78 LHP 128%

Intng;‘itﬂj.

Pemeriksaan 4| 2] 2|2 10 10 LHP 100%

Keuangan _

Bl L Voo s | 190l 10 7 74 LHE 100%

Audit Manajemen $

2 . 1 1 ] ] 4 4 LHP 100%

Monitoring U B | 15 12 LHP 125%
TOTAL 158 [ 205 | 123 | T2 558 429 141%

Catatan : Darl capaian, Realisasi Anggaran (99,81%)

Pagu : Rp 33.944 916,000
Realisasi : Rp 33.880.365.259 (99,81%)
Sisa : Rp 64 .550.741
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BABYV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Eadan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Tahunan 2018,

laporan i1 dibuat sebagai bentuk pertangpungjawaban atas segala pelaksanaan kegiatan
selama tahun 2018 dan sebagai upaya dalam melaksanakan tugss pokok dan fungsi
Badan Pengawasan Mahkamah Agung R, atas hal tersebut dapat disimpulkan schagai
berikut :

I. Pembinaan dan Pengelolaan
a. Fengelolaan Sumber Daya Manosia

b.

Pada tahun 2018, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) orang, yang terdir
dan Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer.

Pada tabun 2018, jumlah aparat pada Badan Pengawasan berjumlah 162 orang
yang terdiri dan tenaga teknis yudisial berjumlah 55 orang, tenaga non teknis
yudistal berjumlah 90 orang dan tenaga honorer berjumlah 17 orang.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pada fahun 2018, dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN) dikelompoklan
menjadi peralatan dan mesin 1808 unit dengan nilai Rp. 12.464.038.691, aset tetap
lamnya 2 290 buah dengan Rp. 535.403.685, asct tak berwujud 12 unit senilai Rp.
2.624.583.963, Sehingga total pengelolaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp.
13.372.343.593.

Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan
anggaran DIFA tahun angparan 2018 adalah 153 Unit dengan Total Rp 493.373.920
(empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus
dua puluh rupiah)

Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengelola | (satu) DIPA Nomor ; 5P DIPA-005.07.1.663136/2018
Tanpggal 5 Desember 2017 dengan jumlah PAGU sebesar Rp. 33.944.916.000.-
berdiri dari;

I s e —— ]
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Tabel 5.1 : Pengelola Kevangan Pada DIPA Badan Peagawasan

 Belanja Pegawai | Rp. 5120662000 | Rp. 5081576841~ | 99,06%

2 |BelanjaBarang | Rp. 28.320.254.000,- | Rp. 28.301.374.498 - 99,93%
Belanja Modal  |Rp.  500.000.000- | Rp. 497.413.920,- 99 48%
Jumiah Rp 33.944.916.000,- | Rp. 33.880.365.259,- 99 81%

Capaian  kegiatan Badan Pengawasan Tahun 2018 dengan target 420
Kegiatan/pemeriksaan terealisasi 558 Kegiatan/pemeriksaan (141%)

2. Pemanganan Pengaduan
Pada tashun 2018, Jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI sejumlah 3.080 pengaduan. Untuk pengaduan yang disampaikan langsuong ke
Badan Pengawasan sejumlah 2.119 pengaduan, untuk pengaduan dari instansi /
stakeholder Mahkamah Agung sejumlah 523 pengaduan, Pengadvan Aplikasi Siwas
sejumlah 380 pengadusn dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 58 pengaduan,

3. Pesjatubian Hukoman Disiplin
Sebagai tindaklanjut surat pengadusn veng masuk ke Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R.1, pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah menjatubkan hukuman
disiplin terhadap 163 aparat peradilan Data tersebul termasuk rekomendasi dari Komisi
Yuchsial BRI yang menvangkut pelanggaran non tcknis yudisial (sebanvak 11 orang
hakim) vang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI,

4. Sidang Majelis Kebormatan Hakim
Jurnlah hakim yang diajukan dan diputus dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim
(MEH) pada talnm 2016 sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian menurun pada tahun 2017
sehanyalk 2 (dua) orang dan pada tahun 2018 vang diajukan ke MKH sehanyak 2 (dua)
orang namun oleh karena 1 (satu) orang telah mengundurkan diri sehingga yang
diputuskan dalam sidang MKH hanva 1 {3atu) orang.

5. Sitem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam rangkas meningkatkan kapabilitas sebhagai Aparat Pengawas Infern Pemerintah
(APIF), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selakua APIP yaitn diantaranya :
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a) Reviu Laporan Keuangan, dilaksanakan revin laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali:

b} Reviu RKA K/L, Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI dan reviu RKA-KL di 3
{tiga) wilayah selama bulan September 2018;

¢} Reviu RKBMN Online, Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2018
di Mahkamah Agung RI untuk TA 2020;

d) Reviu Tender Pra DIPA dan Reviu PA PBJ, Berdasarkan hasil reviu dapat
dismmpulkan babwa secara umum realisas: belanja telah mencapai lebih dari 80% dan
rencana penyerapantya,

¢} Pemeriksaan Keuangan, Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan
poerkara telah dilakukan pengendalian indern secara efektif, mamun masih ditemukan
kesalahan administratif yang berdampak pada kerugian negara yang diselesaikan
melalui mekanisme penyetoran ke kas negara atau proses tuntutan ganti g (TGR),
sedangkan untuk kesalashan yang bersifat perbaikan pencatatan administrasi sudah
ditindaklanjuti dengan perbaikan pada saat berlangsungnys pemeriksaan schingpa
diharapkan permasalahan tersebut tidak terulang di tahun berikutnya;

f)} Audit Pengadaan Barang/lasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah
memperhatikan  ketentuan  yang  berlaly, namun masith terdapat penyelesaian
pembangunan yang tidak tepat waktu dan terdapat kekurangan volume pekerjaan,
Pemanfaatan pengadaan berbasis elekironik melalui e-purchasing belum optimal;

¢) Consulting dan Assurance, Pada tahun 2018 QA dilakukan sebanyak 4 kali;
h) Ligison Officer (LO), Pemeriksaan atas Laporan Keusangan Mahkamah Apgung RI

Tahun Anggaran 2017 dengan hasil mendapatkan opimi Wajar Tanpa Pengecualian
{WTP) untuk 6 (enam) kali bertural-tural.

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler
a. Pemeriksaan Reguler

‘Lahun 2018 Badan Pengawssan melakukan pemeriksaan Reguler pada 129
Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk
wilayah 1, T, T, IV berjumlah 71 safker. Lingkungan Peradilan Apama untuk
wilayah I, I1, IIT, IV berjumlah 46 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah
I IL, T, IV berjumlah 5 satker, Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah I II, ITL IV
berjumlah 6 satker dan Pengadilan Pajak berjumlah 1 satker.
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b. Pemeriksaan Reguler Pendampingan

Tahun 2018 Badan Pengawasan melakukan pemerksaan Reguler
Pendampingan pada 23 Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan
Peradilan Umum untuk wilayah L, 11, 11, TV begumlah 12 satker. Lingkungan
Peradilan Agama untuk wilayah I, II, III, IV berjumlah 10 satker dan Lingkungan
Peradilan TUN untuk wilayah I, IT, IT1, IV begjumlah 1 satker.

c. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP
Badan Pengawasan Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPE dan BPKP
untuk melakukan pemeriksaan reguler bersama pada beberapa Pengadilan yang
dijadikan sampling wji petik terhadap Pengadilan Tinggi DEI Jakaria, Pengadilan
MNegeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Bandung,
Pengadilan Tinggi Palembang, dan Pengadilan Negeri Palembang.

7. Evalussi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2017 (pelaksanaan Tahun 2018) terdapat 3 Satker
(4.05%) memperoleh nilai A, 49 Satker (66,21%) memperoleh mlai BB, 12 Satker
(16.21%) memperoleh nilai B, dan 10 Satker (13.51%) memperoleh nilai COC. Jika
dibandingkan dengan Hasil Evaluasi LkjIP Tahun 2016 (pelaksanazn Tahm 2017) ada
kecenderungan nilai A dan nilai BE meningkat, Untuk melakukan evaluasi Laporan
Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah merupakan kewajiban pengadilan tingkat

8. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagm pengawas Internal pada tahun 2018
telah melakukan Pemenikasan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan
keuangan Negara, pengelolaan Penenimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 100
Satker.

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat
Pertama Dn Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah LILIILIV berjumlah 57
satker. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah LILIILIV berjumlah 30
satker. Di Lingkungan Peradilan TUN uniuk wilayah LILIILIV berjumlah 7 satker
dan di Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah LILIILIV berjumlah & satker.

e e
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9. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

a) Temuan pemeriksaan BPE RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester | tahun 2018
schanyak 488 temuan pemeriksaan dengan 986 rekomendasi, Hingga Semester [ tahun
2018 sebanyak 797 rckomendasi atan schesar 80.83% sudah diselesaikan oleh
Mahkamah Agung RI sesuai dengan rekomendasi BPK, sebanyak 64 rekomendasi
masih dalam proses tindak lanjut, 114 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan
alasan yang sah dan 11 rekomendasi belum ditindakianjuti.

b) Total nilai temuan pemenksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester |
tahun 2018  sebesar Rp43.166.669.702,74 nilai  rekomendasi  sebesar
Rp32.952.953.713,63. Hingga Semester | Tahun 2018 sebesar Rp24.273.013.323,80
sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung R sesuai dengan rekomendasi atau sehesar
73,66 %, nila yang masih dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.682 812.459.00 atau
sebesar 14,21 % dan nilai sebesar Rp523.228 818.83 atau scbesar 1,59 % tidak dapat
ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas
negard  sejak tahun 2005 sampai dengan Semester [ tahun 2018 sebesar
Rp26.549.410.435,12.

Mahkamah Agung telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan ekstemal (BPK)
sampai dengan semester [ Tahun 2018 sebesar 80,83 %, sisa yang belum ditindaklanjuti
sejumlah Rp.3.473.899.112,00 (10,54 %) pejabat yang ditunjuk dalam rekomendasi
BPK untuk membuat kebijakan tidak sesuai dengan kewenangannya.

Catatan : Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK fersebut adalah berdasarkan data per
Semester | 2018, sedangkan untuk data per Semester 1 2018 belum mendapatkan data
dan BPK.

10, Penguatan Sistem Pengawasan
Pada tahun 2018 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim
Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Consulting dalam
rangka Peningkatan Pengawasan yang tclah dilaksanakan pada 6 (enam) wilayah yaitu:
Padang, Ambon, Sidoarjo, Bekasi, Yogyakarta, dan Pontianak dengan total pesert
scjumlah 529 orang,
Pada tahun 2018 kegiatan Quality Assurance (penjaminan kualitas) telah
dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu Banjarmasin yang diikuti oleh 116 peserta terdiri dari
e —
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Panitera, Sekretaris, PPK, Pamitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda
Perdata (PN}, Panitera Muda Gugatan (PA), Panitera Muda Pidana {Dilmil), Panitera
Muda Perkara (PTUN). Aceh yang ditkuti oleh 123 peserta terdin dani Ketua/Wakil

B. Rekomendasi
Badan Pengawasan scbagai APIP (aparat pengawasan intern pemetintah)
mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan
konsultasi (comsulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar
memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas beberapa kegiatan perlu lebih ditingkatkan

adalah ;

. Kegiatan Assurance meliputi Pemeriksaan Kinerja dan  Integritas,
Pemenksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan Keuangan, Reviu
REAKL, Ewvaluasi Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
{LAKIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.

4. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang,
Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, Consulting dalam rangka
Peningkatan Pengawasan dan Quality Assurance

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Dibawahnya, Kegiatan rutin Badan Pengawasan yang perlu dilaksanakan dan
lebih ditingkatkan antara lain:

I. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

{SIWAS MARI)
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